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Ringkasan Eksekutif

Gambaran Umum 
Tingginya biaya kampanye pada pemilu merupakan salah satu 
ancaman paling serius terhadap demokrasi dan kualitas tata 
kelola pemerintahan di Indonesia. Politisi yang menghabiskan 
biaya yang sangat besar untuk memenangkan jabatan biasanya 
memiliki dorongan untuk menutup biaya tersebut melalui korupsi 
— mengambil suap dari birokrat, memberikan kontrak secara 
korup atau memfasilitasi praktik penyelewengan peraturan. 
Sebagai sebuah hasil kolaborasi antara UGM (PolGov) dan KITLV 
Leiden, serta didukung oleh LP3ES, laporan ini menawarkan 
tinjauan yang komprehensif berbasis data tentang berapa banyak 
dan untuk alokasi apa saja dana kampanye yang dihabiskan oleh 
para kandidat, bagaimana mereka membiayai dana kampanye, 
dan apa yang dapat kita lakukan untuk mengurangi tingginya 
biaya kampanye pada pemilihan kepala daerah (pilkada) di 
Indonesia. 
	 Temuan-temuan pada laporan ini didasarkan pada survei 
terhadap 478 kandidat di 10 provinsi pada Pilkada 2024. Pilihan 
pada metodologi ini — meminta kandidat untuk menilai dana 
kampanye dari kandidat kompetitornya alih-alih hanya dengan 
meminta kandidat untuk menilai dana kampanyenya sendiri — 
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dirancang untuk mengoreksi pelaporan dana kampanye yang 
selama ini kurang akurat sehingga membuat laporan dana 
kampanye yang resmi di Indonesia tidak dapat diandalkan. 
Untuk pendalaman, temuan-temuan pada laporan ini juga 
didasarkan pada riset lapangan, di mana 14 peneliti mengikuti 
(shadowing) 14 kandidat selama periode kampanye pada Pilkada 
2024. 
 

Biaya Kampanye Sangat Tinggi 
Para pemenang pada Pilkada 2024 menghabiskan rata-rata 
Rp27,4 miliar (sekitar $1,6 juta) untuk kampanye. Jumlah ini 
semakin tinggi jika kita juga memasukkan alokasi pembiayaan 
untuk mendapatkan tiket pencalonan dari partai politik atau 
mahar politik. Jika biaya untuk mendapatkan tiket pencalonan 
tersebut dimasukkan, total pengeluaran meningkat menjadi 
Rp36,8 miliar (sekitar $2,1 juta). Jumlah ini kira-kira adalah 
7.400 persen dari rata-rata gaji tahunan para bupati dan 
walikota di Indonesia dan 468 kali pendapatan tahunan rata-
rata warga negara Indonesia. Laporan dana kampanye yang 
resmi ke KPU secara luas tidak mampu menangkap realitas 
ini. Indonesia Corruption Watch (ICW), misalnya, menemukan 
fakta bahwa pengeluaran dana kampanye yang dilaporkan jarang 
melebihi Rp3,5 miliar. Jumlah yang tentu saja sangat kecil jika 
dibandingkan dengan biaya riil dikeluarkan oleh para kandidat. 
 	 Pengeluaran dana kampanye sangat berpengaruh terhadap 
keberhasilan dalam memenangkan pilkada. Data dari riset 
ini menunjukkan bahwa 78 persen pemenang pada Pilkada 
2024 memiliki dana kampanye yang tinggi. Selain itu, setiap 
tambahan pengeluaran sebesar Rp1 miliar oleh sepasang kandidat 
dibandingkan dengan sepasang kandidat yang lain di wilayah 
yang sama berdampak pada peningkatan sebesar 0,8 persentase 
dalam perolehan suara. Dalam perbandingan internasional, total 
pengeluaran untuk setiap pemilih di Indonesia yang sebesar 
$10,53 dari para kandidat yang menang ternyata lebih tinggi 
dibandingkan dengan negara lain —Liberia ($7,18), Pakistan 
($0,80), India ($0,60) dan Kenya ($0,74). 
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Mahar Politik Merajalela dan Mahal 
Meskipun secara eksplisit ilegal, pembayaran tiket pencalonan 
dari kandidat kepada partai politik sebagai imbalan atas 
dukungan kandidat hampir terjadi di semua tempat. Data dari 
riset ini menunjukkan bahwa sekitar 87,8 persen kandidat 
membayar mahar politik. Jumlah rata-ratanya adalah Rp6,9 
miliar untuk setiap kandidat (sekitar 23,5 persen dari total 
biaya kampanye). Jika diekstrapolasi ke seluruh 1.557 pasangan 
kandidat dalam Pilkada 2024, seluruh kandidat di Pilkada 
2024 telah mentransfer dana sekitar Rp9,4 triliun ke partai 
politik melalui mekanisme mahar politik ini — sekitar 75 kali 
total subsidi negara tahunan yang diterima oleh partai-partai 
politik tersebut. 
 

Pembelian Suara Mendominasi Pengeluaran 
Kampanye 

Data dari riset ini juga menunjunkkan bahwa pemberian uang 
tunai kepada pemilih merupakan item pengeluaran terbesar 
dari para kandidat di Pilkada 2024, yaitu 41,3 persen dari total 
pengeluaran kampanye. Sedangkan untuk para kandidat yang 
menang, jumlahnya adalah sebesar 47,1 persen. Distribusi uang 
tunai dan makanan secara langsung mencapai 28,7 persen dari 
seluruh anggaran dana kampanye (rata-rata Rp8,3 miliar per 
kandidat). Jumlah ini meningkat menjadi 33,8 persen untuk 
kandidat yang menang. Pada skala nasional, total pengeluaran 
pembelian suara selama Pilkada 2024 diperkirakan mencapai 
Rp12,9 triliun — setara dengan 7 persen dari anggaran 
kesehatan tahunan Indonesia. Riset kami di lapangan juga 
mengkonfirmasi bahwa praktik ini telah dinormalisasi. Banyak 
pemilih mengharapkan pembayaran dari beberapa kandidat. 
Selain itu, penegakan hukum juga sangat minim karena 
minimnya alat bukti untuk penuntutan. Dengan demikian, 
pada praktiknya, pemberian uang tunai pada dasarnya adalah 
legal, kecuali jika pertukaran uang dan suara secara verbal 
dan eksplisit dapat didokumentasikan. 

Ringkasan Eksekutif
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Konsentrasi pada Kekayaan Pribadi dan 
Donatur Bisnis 

Data dari riset ini juga menunjukkan bahwa penerimaan 
setiap kandidat di Pilkada 2024 adalah sebesar Rp13,7 miliar. 
Dari jumlah tersebut, hampir setengahnya (49,2 persen) 
berasal dari kantong pribadi atau keluarga kandidat. Selain 
itu, sebanyak 26,4 persen lainnya berasal dari sponsor bisnis. 
Partai politik hanya menyumbang 5,4 persen dan warga negara 
hanya berkontribusi sebesar 2,2 persen. Struktur penerimaan 
dana kampanye seperti ini memiliki konsekuensi serius bagi 
tata kelola pemerintahan. Kandidat yang membiayai sendiri 
kampanyenya akan berada di bawah tekanan besar untuk menutup 
pengeluaran melalui korupsi setelah menjabat. Sementara donor 
bisnis mengharapkan akses ke kontrak, izin, dan kemudahan 
regulasi sebagai imbalannya. Lebih jauh, subsidi partai politik 
dari negara di tingkat nasional sebesar Rp 1.000 per suara 
(sekitar $0,06) dan total Rp126 miliar per tahun, sama sekali 
tidak memadai. Jumlah tersebut hanya mencakup sekitar 1,5 
persen dari kebutuhan pendanaan partai politik di Indonesia 
yang sebenarnya, dibandingkan dengan sekitar 35 persen di 
Jerman dan 50 persen di Prancis. 
 

Rekomendasi Kebijakan 
Rekomendasi utama laporan ini adalah pembentukan komisi 
ahli independen untuk mengembangkan paket reformasi dana 
kampanye yang komprehensif. Argumen utamanya adalah 
bahwa biaya kampanye yang tinggi bukanlah konsekuensi yang 
tak terhindarkan dari pilkada langsung, melainkan produk 
dari pilihan kebijakan spesifik yang dapat diatur ulang. Arah 
reformasi utama meliputi: 

 1.	 Membatasi praktik pembelian suara: menurunkan ambang batas 
pembuktian untuk penuntutan praktik-praktik pembelian suara, 
membentuk tim penegakan hukum respons cepat yang dimodelkan 
seperti pada sistem pasukan terbang di India, dan memperkuat 
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independensi Bawaslu melalui proses pengangkatan yang transparan 
dan rotasi anggota Bawaslu secara berkesinambungan. 

 2.	 Mereformasi pendanaan kampanye: secara substansial meningkatkan 
subsidi negara kepada partai politik, dan memperkenalkan 
alokasi subsidi yang diarahkan warga melalui mekanisme voucher 
demokrasi — berdasarkan model yang diusulkan oleh ekonom 
Julia Cagé — untuk mendemokratisasi distribusi dana publik dan 
mengurangi ketergantungan pada donor oligarki. Ini termasuk 
mengembangkan desain nominasi yang transparan dan partisipatif 
serta manajemen keuangan partai yang transparan dan akuntabel 
di dalam lembaga partai politik. 

 3.	 Memperkuat regulasi pendanaan kampanye: menetapkan dan 
menegakkan batasan pengeluaran yang bermakna yang disesuaikan 
dengan data dalam laporan ini, dan mewajibkan pengungkapan 
yang dapat dicari secara publik atas semua donasi kampanye. 
Penegakan regulasi diperlukan untuk mengembangkan pendanaan 
kampanye yang berbasis integritas. 

 4.	 Mereformasi sistem pemilihan: termasuk mempertimbangkan 
model parlementer untuk pemilihan kepala daerah — di mana 
kandidat yang paling banyak mendapatkan suara dari partai politik 
yang memenangkan kursi terbanyak dinyatakan menjadi kepala 
daerah pemenang — sebagai pilihan ketiga selain menghapus 
pemilihan langsung atau mempertahankan status quo. 

	 Usulan-usulan ini saling melengkapi dan saling memperkuat. 
Reformasi yang efektif membutuhkan penanganan secara 
simultan terhadap sisi permintaan (pembelian suara dan mahar 
politik), sisi penawaran (struktur pendanaan), dan lingkungan 
kelembagaan (kapasitas penegakan hukum dan desain sistem 
pemilu). Data dalam laporan ini, untuk pertama kalinya, 
memberikan landasan empiris yang memungkinkan reformasi 
pendanaan kampanye di pilkada dapat dirancang secara kredibel 
dan diperdebatkan secara publik.

Ringkasan Eksekutif
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1
Pendahuluan

Tingginya biaya kampanye pemilu merupakan tantangan besar yang 
saat ini dihadapi oleh demokrasi Indonesia. Besarnya jumlah uang 
yang dikeluarkan oleh calon kepala daerah atau calon anggota legislatif 
untuk kampanye pemilu mereka, bukan hanya menjadi pendorong 
utama terjadinya korupsi politik. Ketika para politisi dihadapkan pada 
kebutuhan untuk mengembalikan dana tersebut, mereka menghadapi 
insentif yang kuat untuk melemahkan tata kelola pemerintahan dan 
menurunkan kualitas pelayanan publik.

	 Dalam sejumlah besar kasus korupsi politik — setidaknya 
sampai tahun 2025 jumlahnya mencapai 171 kepala distrik dan 441 
anggota parlemen yang divonis bersalah antara tahun 2004 dan 
2024 — para kepala daerah telah terbukti bersalah karena menjual 
jabatan birokrasi, menghindari prosedur perizinan, merusak putusan 
pengadilan, menyalahgunakan anggaran yang seharusnya digunakan 
untuk meningkatkan infrastruktur dan layanan publik, serta melelang 
konsesi dan izin.1 Meskipun keserakahan pribadi mungkin juga 

Harga Kekuasaan
Membongkar dan Mengatasi 
Kekuasaan Uang dalam 
Pilkada di Indonesia

1 https://nasional.kompas.com/read/2025/09/17/13312931/data-kpk-se-swasta-pejabat-es-
elon-dan-se-dpr-dprd-paling-banyak
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terlibat, praktik korupsi politik tersebut sebagian besar dimotivasi 
oleh kebutuhan untuk mengembalikan dan mengumpulkan biaya 
kampanye saat pilkada. Dengan kata lain, tingginya biaya pilkada 
berdampak negatif pada kualitas tata kelola negara dan, karenanya, 
kualitas hidup di Indonesia.

	 Para ahli telah berkali-kali menyuarakan keprihatinan tentang 
pendanaan kampanye.2 Regulasi pendanaan kampanye di Indonesia 
telah disebut “tidak berfungsi”.3 Sementara itu, beberapa studi lain 
menunjukkan bahwa politisi menghabiskan semakin banyak uang 
untuk membeli suara.4 Akademisi lain, termasuk salah satu penulis 
ringkasan kebijakan ini, menerbitkan buku yang mengungkapkan 
keprihatinan tentang Indonesia yang menjadi “Demokrasi untuk 
Dijual (Democracy for Sale)”.5 Selain itu, media massa juga lebih sering 
melaporkan tentang jumlah uang yang berlebihan yang dihabiskan 
di pilkada.6 Topik ini juga muncul dalam debat parlemen, dan ketika 
presiden berbicara tentang demokrasi yang “melelahkan”,7 beliau 
juga mengungkapkan keprihatinan tentang biaya kampanye sehingga 
membuka ruang bagi pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Berkaitan 
dengan itu, semakin banyak pengamat serta warga Indonesia biasa 
mengeluh tentang karakter oligarki demokrasi Indonesia, karena 
efek yang sering dicatat dari kampanye pilkada yang berbiaya tinggi 
adalah bahwa orang kaya memiliki peluang yang jauh lebih besar 
untuk terpilih dibandingkan dengan warga Indonesia biasa.8 Oligarki 
politik ini membuat demokrasi Indonesia menjadi kurang inklusif 
dan sekaligus mendistorsi proses pembuatan kebijakan publik.

	 Kekhawatiran ini mendorong upaya berkelanjutan untuk 
mendesain ulang sistem pemilu, termasuk pilkada. Diskusi tentang 
undang-undang baru tentang pemilihan eksekutif dan legilslatif (UU 

2 Lihat misalnya Sukmajati dan Disyacitta, 2019; Supriyanto dan Wulandari, 2013.
3 Mietzner, 2015. Lihat juga Mietzner, 2007 dan 2011.
4 Lihat Muhtadi, 2019.
5 Aspinall dan Berenschot, 2019; Hadiz, 2010.
6 Lihat misalnya, “Biaya Politik Tinggi Pemicu Korupsi”, Kompas.id, 13 April 2023; “Biaya 
Politik yang Tinggi dalam Pilkada Jadi Persoalan Serius”, Media Indonesia, 14 Februari 
2026; “Dari Pilkada ke Penjara: Mahalnya Ongkos Politik Lokal”, Berita ANTARA, April 
2026.
7 Lihat https://www.thejakartapost.com/indonesia/2024/03/05/democracy-is-tir-
ing-messy-prabowo.html
8 Lihat misalnya Damanik dkk., 2025; Tambunan, 2023.

Pendahuluan
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Pemilu) serta tentang pemilihan kepala daerah (UU Pilkada) saat 
ini sedang berlangsung. Dari sekian banyak isu strategis, salah 
satu topik penting dan sebenarnya mendesak untuk dibahas dalam 
reformasi pemilu adalah tentang apakah dan dengan cara apa biaya 
kampanye yang tinggi dapat dikurangi.

	 Sejauh ini, diskusi-diskusi tentang pembiayaan kampanye 
berlangsung dengan informasi terbatas mengenai skala dan karakter 
masalah tersebut. Pengeluaran kampanye dan isu-isu terkait, 
seperti pembelian suara, merupakan topik yang dirahasiakan dan 
disembunyikan. Di luar anekdot-anekdot sesekali, kita kekurangan 
informasi yang dapat diandalkan tentang berapa banyak uang yang 
dihabiskan politisi, untuk apa mereka menghabiskan uang tersebut, 
dan bagaimana mereka membiayai biaya-biaya tersebut. Ini berarti 
bahwa upaya saat ini untuk menyusun regulasi pendanaan kampanye 
yang lebih transparan, akuntabel dan partisipatif terhambat karena 
kurangnya wawasan tentang berapa banyak uang yang sebenarnya 
dihabiskan politisi untuk kampanye mereka. Selain itu, juga tentang 
apa saja pendorong pengeluaran kampanye yang tinggi tersebut. 

	 Laporan ini bertujuan untuk mendorong pembuatan kebijakan 
dan debat publik tentang karakter pendanaan kampanye pilkada 
yang ideal di Indonesia. Selain itu, laporan ini juga bertujuan untuk 
mengidentifikasi cara-cara konkret dan dapat ditindaklanjuti secara 
lebih spesifik untuk mengurangi biaya kampanye di Indonesia. Laporan 
ini selanjutnya membahas empat pertanyaan utama: (1) berapa banyak 
biaya yang dihabiskan oleh para kandidat dalam Pilkada 2024 dalam 
kampanye mereka, (2) sejauh mana jumlah ini bervariasi di seluruh 
Indonesia, (3) aspek kampanye apa yang paling berkontribusi pada 
biaya kampanye ini, dan (4) bagaimana para kandidat mendanai 
pengeluaran kampanye ini?

	 Kami menjawab pertanyaan-pertanyaan ini berdasarkan data 
unik yang belum pernah dikumpulkan sebelumnya tentang karakter 
sebenarnya dari pendanaan kampanye di Indonesia. Sepanjang 
tahun lalu, bekerja sama dengan Indikator Politik Indonesia, kami 
melakukan survei terhadap 478 politisi — 178 kandidat pemenang 
dan 300 kandidat kalah — yang berpartisipasi dalam Pilkada 2024. 
Kami menanyakan kepada para kandidat ini tidak hanya tentang 
berapa banyak yang mereka belanjakan untuk kampanye pemilihan 
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mereka sendiri, tetapi juga tentang bagaimana dan berapa banyak 
yang dibelanjakan oleh pesaing mereka, dan bagaimana mereka 
mendanai kampanye pemilihan mereka. Kami melengkapi materi survei 
ini dengan kerja lapangan yang melibatkan pengamatan kampanye 
pilkada pada 14 kandidat (dan, pada fase sebelumnya, 28 kandidat 
untuk pemilu DPRD kabupaten/kota dan provinsi). Pada November 
(masa kampanye Pilkada 2024) dan Februari (masa kampanye Pileg 
2024), 14 peneliti mengikuti kandidat di jalur kampanye untuk 
mendokumentasikan karakter pengeluaran kampanye mereka. Untuk 
informasi lebih lanjut tentang metodologi kami dan desain serta 
pelaksanaan survei kandidat yang digunakan untuk laporan ini, 
lihat lampiran. Dengan metodologi yang kami upayakan seinovatif 
mungkin seperti ini dan data yang lebih konkret dan spesifik yang 
belum pernah dikumpulkan pada kajian-kajian sebelumnya, laporan 
ini menawarkan wawasan yang sangat detail mengenai karakteristik 
pendanaan kampanye di Indonesia.

	 Bagian kedua dari laporan ini melanjutkan analisis tersebut 
untuk mengembangkan proposal konkret guna mengurangi biaya 
kampanye. Berdasarkan analisis faktor pendorong biaya dan kerja 
lapangan mengenai karaker kampanye pilkada, kami membahas 
beberapa cara untuk mengurangi biaya kampanye pilkada tanpa 
mengorbankan akuntabilitas demokratis. Laporan ini menunjukkan 
bahwa mengatasi biaya kampanye pilkada yang tinggi tidak perlu 
dengan cara menyelenggarakan pilkada melalui DPRD atau menghapus 
pilkada langsung. Sebaliknya, proposal-proposal tersebut menunjukkan 
bahwa biaya kampanye pilkada yang tinggi bukanlah efek samping 
yang tak terhindarkan dari pemilu, melainkan hasil dari pilihan 
kebijakan. Dengan mengadopsi kebijakan seperti yang diusulkan 
dalam laporan ini, biaya kampanye pilkada dapat dikurangi tanpa 
kemudian membatasi akuntabilitas dan partisipasi demokratis.

	 Dalam laporan ini, kami berfokus pada pilkada dan bukan 
pileg—meskipun kami juga telah mengumpulkan data tentang 
pendanaan kampanye di pileg di tingkatan provinsi dan kabupaten/
kota. Pilihan ini memiliki alasan praktis dan substansial. Secara 
praktis, kami berfokus pada pilkada karena jumlah kandidat yang 
lebih terbatas (biasanya antara 2-6) sehingga memungkinkan kami 
menerapkan metodologi yang meminta para kandidat untuk menilai 

Pendahuluan
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pendanaan kampanye dari kandidat lain—sesuatu yang tidak mungkin 
dilakukan pada pileg karena banyaknya kandidat. Secara substansial, 
alasan kami berfokus pada pilkada adalah karena kepala daerah 
memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap fungsi pemerintahan 
daerah, penggunaan anggaran pemerintah, dan karenanya, kualitas 
pemerintahan. Pengeluaran kampanye mereka secara langsung 
memengaruhi karakter pemerintahan dan rezim lokal di Indonesia. 

	 Laporan ini merupakan hasil kolaborasi penelitian berkelanjutan 
antara Universitas Gadjah Mada, KITLV Leiden, dan UPIASI New 
Delhi, yang didanai oleh Dewan Riset Belanda NOW dan dengan 
dukungan eksternal dari LP3ES. Proyek penelitian ini melibatkan 
penelitian kolaboratif dengan para peneliti di Indonesia dan India. 
Tujuannya adalah untuk mempelajari sejauh mana dan mengapa biaya 
kampanye pemilihan bervariasi di kedua negara tersebut. Untuk 
informasi lebih lanjut tentang proyek ini, silakan kunjungi situs web 
proyek. Untuk menghitung Rupiah ke Dolar AS, kami menggunakan 
nilai tukar 17.600 IDR/Dolar.
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2
Regulasi Pendanaan Kampanye di Indonesia: 
Sebuah Gambaran Umum

Sebelum membahas praktik pendanaan kampanye yang riil terjadi di 
lapangan, tinjauan singkat tentang kerangka regulasi yang berlaku 
menjadi sangat berguna—khususnya untuk memahami bagaimana 
dan sejauh mana praktik-praktik aktual di lapangan telah melanggar 
kerangka legal tersebut. Kerangka legal pendanaan kampanye di 
Indonesia secara umum diatur terutama oleh UU No. 7 Tahun 
2017 tentang Pemilu dan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, 
dilengkapi dengan berbagai peraturan pelaksana yang dikeluarkan 
oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu 
(Bawaslu). Salah satu yang paling relevan dengan topik ini adalah 
PKPU No. 14/2024 tentang Pendanaan Kampanye untuk Pemilihan 
Kepala Daerah tahun 2024.

	 Menurut peraturan tersebut, dana kampanye pilkada dapat berasal 
dari tiga sumber, yaitu kandidat, partai politik, dan sumbangan pihak 
ketiga (individu, perusahaan swasta, dan organisasi non-partai). Pada 
Pilkada 2024, sumbangan individu dibatasi hingga Rp75 juta selama 
masa kampanye. Sedangkan sumbangan dari badan hukum swasta 
dan partai politik dibatasi hingga Rp750 juta.9 Sumbangan ini ilegal 
jika berasal dari perusahaan milik negara, entitas asing, dan anggaran 
negara. Peraturan ini juga melarang sumbangan dari donor yang 

9 https://www.kompas.id/artikel/en-kpu-terbitkan-pedoman-pembatasan-dana-kampanye-
pilkada-2024-transparansi-pasangan-calon-jadi-sorotan
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tidak teridentifikasi (yaitu tidak diumumkan secara publik)—jenis 
sumbangan yang, seperti yang akan kita lihat, sangat umum (TI, 2025: 
9). Selanjutnya, PKPU No. 14/2024 memberikan batasan pengeluaran 
dana kampanye pada Pilkada 2024 dengan mempertimbangkan 
berbagai faktor, seperti biaya standar di setiap daerah, cakupan 
setiap daerah, metode serta jumlah kegiatan kampanye.

	 Peraturan tersebut secara eksplisit melarang dua jenis pengeluaran 
yang, seperti yang akan kami laporkan, dalam praktiknya merupakan 
sebagian besar biaya pemilihan: ‘mahar politik’ dan pembelian suara 
(TI, 2025). Baik UU Pemilu maupun UU Pilkada melarang partai 
menerima imbalan finansial dari individu yang mencari dukungan 
partai untuk pencalonan mereka. Undang-undang ini menetapkan 
berbagai sanksi untuk pemberian dan penerimaan mahar politik 
tersebut—termasuk denda, penjara, dan pembatalan pencalonan.10 
UU Pilkada juga secara khusus melarang pemberian uang kepada 
pemilih dengan tujuan meminta suara mereka (“pembelian suara”). 
Pasal 187A UU Pilkada bahkan menetapkan hukuman penjara antara 
tiga dan enam tahun dan denda hingga Rp 48 juta bagi pelaku 
pembelian suara dari pihak pemberi maupun dari pihak penerima.

	 Salah satu ciri paling mencolok dari kerangka legal dana kampanye 
di Indonesia adalah hampir tidak adanya batasan pengeluaran dana 
kampanye yang efektif. Sementara sebagian besar negara lain berupaya 
membatasi pengeluaran kampanye dengan memberlakukan batasan 
pengeluaran,11 Indonesia tidak memiliki batasan seperti itu untuk 
pilpres dan pileg. Untuk pilkada, KPU memang menetapkan batasan 
pengeluaran yang bervariasi menurut wilayah berdasarkan standar 
biaya lokal, cakupan geografis, dan skala kontes. Namun demikian, 
seperti yang ditunjukkan oleh tinjauan kami (Lampiran 3), batasan 
pengeluaran ini umumnya ditetapkan sangat tinggi sehingga tidak 
memberikan efek jera yang berarti pada pengeluaran kampanye. 
Sebagai contoh, untuk Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten, 

10 Masalah mahar politik dibahas dalam Pasal 228 dan Pasal 242 Undang-Undang Pemilu, 
dan Pasal 47 undang-undang pemilu daerah, serta Pasal 187B dan Pasal 187C undang-
undang ini mengatur sanksi. Lihat TI, 2025: 11.
11 Untuk gambaran umum yang bermanfaat mengenai regulasi pengeluaran kampanye di 
berbagai negara, lihat Basis Data Keuangan Politik IDEA Internasional, yang tersedia di 
https://www.idea.int/data-tools/data/political-finance-database
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batas pengeluaran mencapai angka fantastis sebesar Rp200 miliar 
($12,4 juta),12 untuk Kota Padang sebesar Rp88 miliar, dan untuk 
Kota Semarang sebesar Rp89 miliar.13 Dengan beberapa pengecualian 
(untuk Bandung batasnya relatif rendah, yaitu Rp13 miliar), batas 
pengeluaran ini tidak terjangkau bahkan bagi kandidat yang paling 
kaya sekalipun. Dengan demikian, dalam praktiknya, Indonesia 
sebenarnya tidak menerapkan batasan pengeluaran dana kampanye 
di pilkada.

	 Para kandidat memang harus menyampaikan laporan pengeluaran 
kampanye mereka. Kandidat dan partai politik diwajibkan membuka 
rekening bank khusus kampanye (Rekening Khusus Dana Kampanye 
atau RKDK) dan menyampaikan beberapa laporan keuangan berurutan: 
deklarasi awal (laporan Awal Dana Kampanye atau LADK), laporan 
penerimaan sumbangan (Laporan Penerimaan dan Sumbangan Dana 
Kampanye atau LPSDK), dan laporan akhir (Laporan Penerimaan 
dan Pengelaran Dana Kampanye atau LPPDK). Kandidat kepala 
daerah harus menyampaikan laporan-laporan tersebut dalam waktu 
satu hari sebelum masa kampanye dimulai dan satu hari setelah 
berakhir (lihat TI, 2025). Sistem informasi SIKADEKA KPU juga 
digunakan untuk mengumpulkan dan mempublikasikan laporan-laporan 
tersebut, meskipun dengan detail yang terbatas untuk publik. KPU 
dan Bawaslu bertugas mengawasi, memantau, dan meneliti laporan 
keuangan kampanye, dengan Unit Intelijen Keuangan (PPATK) 
bertugas menerima dan menganalisis laporan transaksi mencurigakan. 
Namun, dalam praktiknya, laporan keuangan kampanye ini secara 
luas dianggap tidak sesuai dengan kondisi riil yang ada di lapangan.

	 Sejumlah studi dan laporan media menemukan bahwa laporan-
laporan tersebut cenderung tidak lengkap14 dan memberikan angka 
pengeluaran kampanye yang tidak dapat diandalkan dan terlalu rendah.15 
Karena para kandidat lebih memilih untuk tidak mengungkapkan 
penyandang dana kampanye mereka, mereka mencoba saja untuk 

12 https://news.detik.com/pilkada/d-7583231/dana-kampanye-pilbup-pandeglang-maksi-
mal-rp-200-m-ini-rinciannya
13 https://www.detik.com/jateng/pilkada/d-7569323/dana-kampanye-pilwalkot-sema-
rang-maksimal-rp-89-4-miliar-ini-rinciannya
14 https://asiatimes.com/2019/03/indonesia-needs-transparency-in-campaign-funding/
15 https://kemitraan.or.id/en/press-release/buruknya-akuntabilitas-laporan-dana-kampa-
nye-problem-serius-pengaturan-penegakan-aturan-dan-komitmen-para-capres-cawapres/

Regulasi Pendanaan Kampanye di Indonesia ...
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mengajukan jumlah pengeluaran kampanye yang sesuai dengan jumlah 
sumber pendanaan kampanye yang sah dan dapat diungkapkan.16 
Praktik ini juga mereka pilih dengan menyesuaikan metode audit 
yang dilakukan oleh akuntan publik, yaitu metode audit kelayakan 
sederhana. Meskipun UU Pemilu dan UU Pilkada memberlakukan 
sanksi terhadap peserta pemilu yang melaporkan dana kampanye 
secara tidak benar, namun tampaknya para kandidat secara rutin 
melakukannya tanpa dikenai sanksi.17

	 Aspek lain dari regulasi pendanaan kampanye yang secara 
rutin memicu perdebatan adalah subsidi negara untuk partai politik. 
Menyusul Peraturan Pemerintah 2018 tentang Bantuan Partai Politik, 
negara memberikan subsidi tahunan kepada partai politik di tingkat 
nasional sebesar Rp1.000 per suara sesuai dengan perolehan suara 
di Pemilu 2024. Secara total, setelah Pemilu 2019, subsidi negara 
kepada partai-partai politik mencapai Rp126 miliar (sekitar $8 juta) 
per tahun.18 Jumlah ini relatif rendah; menurut Kementerian Dalam 
Negeri, bantuan negara hanya dapat memenuhi sekitar 1,5 persen 
dari kebutuhan pendanaan aktual partai politik. Lebih lanjut, peraturan 
tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa subsidi negara kepada 
partai tidak dapat dialokasikan untuk kegiatan kampanye, termasuk 
dalam pilkada. Sebagai perbandingan, pendanaan negara mencakup 
sekitar 35 persen dari kebutuhan partai di Jerman dan 50 persen di 
Prancis.19 Perdebatan masih berlangsung mengenai apakah subsidi 
yang lebih tinggi dapat mengurangi ketergantungan para kandidat 
pada pelaku bisnis (“oligarki”) atau kekayaan pribadi20— sebuah isu 
yang akan kita bahas lebih lanjut di bagian rekomendasi kebijakan.

16 Sebagai contoh, sebuah studi oleh Budi, Sukmajati dan Prasetyo (2018) menemukan 
bahwa selisih antara jumlah yang tercantum dalam laporan formal dan jumlah sebenarnya 
dalam praktik adalah 12 persen.
17 Untuk analisis penting mengenai regulasi pendanaan kampanye di Indonesia, lihat 
Mietzner, 2015.
18 https://www.kompas.id/artikel/en-bantuan-keuangan-parpol-untuk-siapa
19 Idem.
20 Lihat misalnya https://www.kompas.id/artikel/en-dilema-kenaikan-bantuan-keuan-
gan-dan-tuntutan-kemandirian-partai-politik
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3
Pengeluaran Kampanye di Seluruh Indonesia

Setelah membahas kerangka regulasi, sekarang kita beralih ke praktik 
aktual. Berapa banyak yang dihabiskan oleh calon kepala daerah untuk 
kampanye mereka dan sejauh mana biaya kampanye ini bervariasi di 
seluruh Indonesia? Dalam survei kami, kami menanyakan kepada para 
kandidat tentang pengeluaran untuk kampanye pilkada (didefinisikan 
sebagai semua pengeluaran yang dilakukan untuk memenangkan 
kursi selama tahun terakhir sebelum Hari-H pemungutan suara) dan 
pengeluaran untuk mendapatkan dukungan partai politik—terkadang 
disebut mahar politik, mas kawin, uang perahu, dan sebutan lainnya. 
Kita akan membahas kedua jenis pengeluaran ini secara bergantian. 
Setelahnya, kita akan memberikan gambaran umum tentang total 
biaya kampanye para kandidat di Pilkada 2024.

3.1 Pengeluaran kampanye
Untuk menilai pengeluaran kampanye para kandidat di Pilkada 2024, 
kami menggunakan fitur unik dari survei kandidat. Kami tidak hanya 
menanyakan kepada kandidat tentang pengeluaran pesaing mereka, 
tetapi juga tentang pengeluaran mereka sendiri. Karena kandidat 
mungkin diharapkan memberikan perkiraan yang lebih rendah dari 
pengeluaran mereka sendiri, sementara melebih-lebihkan biaya pesaing 
mereka (terutama para pemenang),21 pendekatan kami memungkinkan 

21 Hal ini memang terbukti benar, tetapi dalam batas tertentu: rasio penilaian diri sendiri 
dibandingkan dengan penilaian pesaing adalah 0,80.
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kami untuk sampai pada penilaian pengeluaran yang menetralkan 
bias ini sampai batas tertentu sehingga meningkatkan keandalan 
perkiraan yang kami hasilkan. Kami sampai pada pengeluaran 
kampanye kandidat dengan menggabungkan penilaian diri ini dan 
rata-rata penilaian pesaing.22 Kami mengecualikan kandidat yang 
tidak memiliki penilaian diri dan kandidat yang penilaiannya sangat 
bervariasi sehingga kami anggap informasi dari mereka tidak dapat 
diandalkan. Pada akhirnya, kami memperoleh penilaian pengeluaran 
kampanye dari 334 kandidat.23 

	 Tabel 1 memberikan gambaran umum pertama dari temuan kami. 
Rata-rata nominal untuk semua kandidat yang disurvei—yang meliputi 
119 kandidat yang menang dan 215 kandidat yang kalah—adalah 
Rp20,1 miliar. Seperti yang mungkin diharapkan, kandidat yang 
menang menghabiskan dana yang jauh lebih banyak dibandingkan 
dengan kandidat yang kalah—yaitu, rata-rata sebesar Rp27,4 miliar. 
Pengeluaran yang lebih tinggi ini mungkin sebagian disebabkan 
oleh fakta bahwa para kandidat dengan peluang menang yang kecil 
cenderung menghindari pengeluaran yang banyak. Tetapi mungkin 
juga kandidat yang menghabiskan banyak uang memiliki peluang 
lebih tinggi untuk memenangkan pilkada—topik yang akan kami 
eksplorasi lebih lanjut dalam publikasi selanjutnya.

	 Penilaian kandidat ini memberikan bukti bahwa kampanye 
pilkada sangat mahal. Juga, pengeluaran para kandidat jauh lebih 
tinggi daripada yang tercantum dalam laporan dana kampanye yang 
dilaporkan oleh para kandidat ke KPU. Sebuah studi yang dilakukan 
oleh Indonesia Corruption Watch menemukan bahwa total pengeluaran 
yang dilaporkan ke KPU dalam pengajuan LPPDK  dari para kandidat 
tidak lebih dari Rp7,4 miliar, dengan sebagian besar laporan berisi 
jumlah pengeluaran di bawah Rp3,5 miliar (lihat ICW, 2025: 14). 

22 Karena jumlah penilaian pesaing bervariasi (karena distrik berbeda dalam jumlah kan-
didat dan mereka yang disurvei), pertama-tama kami menghitung rata-rata dari penilaian 
pesaing tersebut. Kemudian, kami mengambil rata-rata dari penilaian mandiri dan penilaian 
pesaing yang digabungkan tersebut untuk mendapatkan angka pengeluaran yang tercantum 
dalam laporan ini. Lihat lampiran untuk penjelasan yang lebih rinci.
23 Sebagaimana dibahas lebih lanjut dalam lampiran, kami menilai keandalan ini dengan 
melihat koefisien variasi (CV). Kami mengecualikan kandidat yang memiliki CV lebih 
tinggi dari 1, yang berarti bahwa deviasi standar penilaian lebih tinggi daripada rata-rata 
mereka.
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Dengan demikian, studi kami memberikan bukti lebih lanjut bahwa 
laporan yang disampaikan kandidat ke KPU tidak akurat.

	 Perbedaan pengeluaran antara kandidat yang menang dan yang 
kalah ini juga tercermin dalam tingkat keberhasilan kandidat yang 
banyak mengeluarkan uang. Riset kami menemukan bahwa dalam 78,4 
persen pilkada (di 80 dari 102 kabupaten/kota yang dapat kami teliti), 
kandidat dengan pengeluaran terbesar akhirnya memenangkan pilkada. 
Membandingkan kandidat dalam daerah pemilihan yang sama, kami 
menemukan bahwa ada hubungan yang kuat dan signifikan secara 
statistik antara pengeluaran dana kampanye dan variasi pangsa suara 
kandidat (R2 dalam distrik = 0,44, yang berarti bahwa pengeluaran 
kampanye menjelaskan 44 persen variasi pangsa suara kandidat). 
Dengan kata lain, untuk setiap Rp1 miliar yang dihabiskan kandidat 
lebih banyak daripada pesaingnya di daerah pemilihan yang sama, ia 
menerima pangsa suara 0,8 persen lebih tinggi.24 Meskipun bukan 
bukti bahwa pemilu dapat dibeli begit saja, temuan ini menunjukkan 
bahwa kemampuan untuk membelanjakan uang dapat meningkatkan 
peluang seorang kandidat untuk memenangkan kampanye pemilu.

	 Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2, terdapat variasi yang 
cukup besar dalam pengeluaran kampanye di seluruh Indonesia. 
Kandidat menghabiskan uang paling banyak di Sumatera dan diikuti 
oleh Jawa. Sedangkan kampanye pilkada lebih murah di Kalimantan 
dan Sulawesi serta relatif murah di Nusa Tenggara Timur. Namun, 

Tabel 1
Pengeluaran Kampanye Kepala Distrik: Semua Kandidat vs Kandidat Pemenang

Wilayah Semua Kandidat Kandidat Pemenang

Jumlah 
Kandidat

Rata-rata  
(miliar)

Rata-rata / 
Pemilih

Jumlah 
Kandidat

Rata-rata  
(miliar)

Rata-rata /  
Pemilih

Sumatra 68 29,4 189.133 27 33,8 211.390

Jawa 127 24,3 51.461 45 31,5 71.106

Kalimantan 9 15,2 87.223 4 22,6 132.571

NTT 54 7,4 69.301 14 12,1 108.638

Sulawesi 76 14,1 105.240 29 23,1 165.020

TOTAL 334 20,1 95.575 119 27,4 132.303

24 Dengan interval kepercayaan 95 persen, 0,63–0,93 pp.

Pengeluaran Kampanye di Seluruh Indonesia
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variasi ini menjadi lebih bernuansa jika kita mempertimbangkan 
jumlah pemilih untuk setiap daerah. Seperti yang ditunjukkan pada 
kolom “rata-rata/pemilih” kandidat di Jawa yang berpenduduk padat 
menghabiskan lebih sedikit uang per pemilih dibandingkan dengan, 
misalnya, dengan di Sumatera.

	 Kami akan melakukan analisis yang lebih lengkap mengenai pola 
variasi pengeluaran kampanye pada kesempatan lain. Namun untuk 
tujuan laporan ini, beberapa pengamatan awal perlu disampaikan. 
Pertama, penting untuk menunjukkan bahwa kami tidak menemukan 
banyak perbedaan pengeluaran antara daerah perdesaan (kabupaten) 
dan perkotaan (kota). Pilkada bupati dan walikota hampir identik 
dalam pengeluaran absolut (Rp20,4 miliar vs Rp19,1 miliar). Namun 
demikian, pilkada di kota menghabiskan biaya 31 persen lebih banyak 

Pang-
kat Provinsi Wilayah N 

Cands
Distrik 

N

Penge-
luaran 

Rata-rata  
(miliar)

Penge-
luaran 

Rata-rata/ 
Pemilih

Ukuran 
Daerah 

Pemilihan  
Rata-rata

1 SUMATERA 
SELATAN Sumatra 16 7 39,4 207.522 293.847

2 SUMATERA 
UTARA Sumatra 52 24 26,3 183.475 174.621

3 SULAWESI 
UTARA Sulawesi 18 11 14,3 145.350 104.154

4 SULAWESI 
SELATAN Sulawesi 29 20 22,6 130.935 215.512

5 KALI-
MANTAN 
SELATAN

Kalimantan 9 4 15,2 87.223 191.070

6 NUSA 
TENGGA-
RA TIMUR

NTT 54 20 7,4 69.301 119.973

7 JAWA TEN-
GAH Jawa 51 28 29,9 67.699 544.594

8 SULAWESI 
TE-NGAH Sulawesi 29 12 5,6 54.649 124.358

9 JAWA 
BARAT Jawa 62 25 22,4 41.661 712.490

10 DI YOGYA-
KARTA Jawa 14 5 12,5 35.707 392.400

Tabel 2 
Pengeluaran Kampanye di 10 Provinsi

Diurutkan Berdasarkan Pengeluaran per Pemilih
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per pemilih dibandingkan dengan pilkada di kabupaten (Rp117 ribu 
vs Rp89 ribu) karena daerah pemilihan kota cenderung memiliki lebih 
banyak pemilih. Kedua, kami tidak melihat korelasi yang signifikan 
antara pendapatan per kapita dan pengeluaran kampanye. Ketiga, 
hipotesis yang umum yang seringkali mengatakan bahwa kandidat 
menghabiskan lebih banyak uang dalam persaingan pemilu yang ketat 
ternyata juga tidak didukung oleh data kami. Tidak ada korelasi yang 
signifikan antara selisih kemenangan dan pengeluaran kampanye    
(r = -0,01, p = 0,90). Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran yang 
tinggi bukan disebabkan oleh intensitas persaingan. Sebaliknya, kami 
menemukan beberapa bukti awal bahwa variasi dalam tingkat pengeluaran 
kampanye terkait dengan karakteristik ekonomi lokal, dengan analisis 
awal dan karenanya bersifat sementara, yang menunjukkan korelasi 
yang signifikan secara statistik antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
dan pengeluaran kampanye. Temuan ini menunjukkan kemungkinan 
bahwa politisi lebih bersedia mengeluarkan uang di daerah-daerah 
di mana pemerintah daerah mengontrol lebih banyak sumber daya 
(termasuk sumber daya alam)—sebuah hubungan yang akan kita 
bahas lebih lengkap dalam publikasi selanjutnya.

3.2 Pengeluaran untuk mahar politik
Selain pengeluaran kampanye yang diuraikan di atas, calon atau 
pasangan calon yang maju dalam pilkada juga membayar sejumlah 
besar uang kepada partai politik. ‘Mahar politik’ ini merupakan hasil 
dari kekhasan sistem pemilu Indonesia. Pada awalnya,25 kandidat 
membutuhkan dukungan dari partai atau koalisi partai dengan 
25 persen suara rakyat atau 20 persen kursi di DPRD (Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah).26 Karena partai politik umumnya tidak 

25 Dalam keputusan nomor 60/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusional mengubah am-
bang batas pencalonan. Mahkamah membatalkan persyaratan sebelumnya yang berbasis 
kursi dan menyatakan bahwa partai politik yang bahkan tidak memiliki kursi di DPRD 
sekarang dapat mencalonkan kandidat. Ambang batas baru didasarkan semata-mata pada 
suara sah yang diterima di wilayah terkait, berkisar antara 6,5 persen hingga 10 persen 
tergantung pada ukuran pemilih.
26 Calon juga dapat maju sebagai calon independen, jika mereka berhasil mengumpulkan 
tanda tangan dan fotokopi kartu identitas dari 6,5 hingga 10 persen pemilih terdaftar di 
wilayah mereka. Karena ini merupakan tantangan yang besar, sebagian besar calon maju 
dengan dukungan partai.

Pengeluaran Kampanye di Seluruh Indonesia
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memenuhi ambang batas ini sendiri, hal ini berarti bahwa kandidat 
perlu memperoleh dukungan dari koalisi partai politik. Sebelum 
penelitian kami dilakukan, ada indikasi dan bukti anekdot bahwa 
partai politik menuntut sejumlah besar uang sebagai imbalan atas 
dukungan tersebut—umumnya dengan alasan perlunya memenuhi 
“biaya operasional” sebagai alasan untuk meminta uang.27 Namun, 
belum ada bukti mengenai keteraturan dan biaya praktik permintaan 
mahar politik ini. Karena praktik tersebut juga bersifat rahasia, angka-
angka tersebut jarang dilaporkan di surat kabar, dan sebelumnya 
belum memungkinkan untuk menilai biaya-biaya ini secara sistematis.

	 Dengan survei kami, sekarang kami dapat memberikan, untuk 
pertama kalinya, gambaran umum tentang uang yang dihabiskan 
kandidat agar mendapatkan dukungan dari partai politik. Karena 
praktik ini ilegal, kami tidak menanyakan langsung kepada para 
kandidat tentang diri mereka sendiri, melainkan meminta para 
kandidat kompetitor untuk memberikan perkiraan berapa banyak 
uang yang dibayarkan seorang kandidat kepada partai politik, baik 
secara total maupun per kursi. Dengan cara ini, kami memperoleh 
perkiraan tentang 275 kandidat, di mana 124 kandidat memenangkan 
pilkada. Dengan catatan bahwa angka-angka ini mewakili perkiraan 
para kandidat tentang biaya masing-masing,28 Tabel 3 memberikan 
gambaran umum tentang dana mahar politik untuk tiket pencalonan.

27 Lihat Hendrawan dkk., 2021; Aspinall dan Berenschot, 2019.
28 Dengan demikian, angka-angka ini mewakili rata-rata penilaian yang diberikan oleh 
kandidat pesaing mereka di distrik masing-masing.

Wilayah Semua Kandidat Kandidat Pemenang % calon 
yang 

membayar 
mahar

N
Rata-rata 
(miliar)

Mas Kawin 
sebagai % 
dari Total

N Rata-rata 
(miliar)

Mas Kawin 
sebagai % 
dari Total

Sumatra 57 6,4 14,3 25 6,8 13,1 94,0

Jawa 109 8,2 22,2 49 9,0 17,1 85,4

Kalimantan 7 12,6 43,9 3 17,2 41,9 83,3

NTT 48 3,5 28,6 18 4,7 25,0 82,9

Sulawesi 54 6,8 31,4 29 8,2 35,1 90,3

TOTAL 275 6,9 23,5 124 7,9 20,1 87,8

Tabel 3 
Mas Kawin Politik — Total Pengeluaran untuk Dukungan Partai
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	 Temuan utama yang muncul di sini adalah besarnya biaya yang 
terlibat dalam mahar politik. Calon kepala daerah diperkirakan 
menghabiskan rata-rata Rp6,9 miliar (23,5 persen dari total biaya 
kampanye para kandidat) untuk mendapatkan tiket pencalonan dari 
partai politik. Hampir semua kandidat—rata-rata 87,8 persen—membayar 
mahar politik tersebut. Kandidat yang menang menghabiskan sedikit 
lebih banyak untuk mahar politik (Rp7,9 miliar), yang kemungkinan 
disebabkan oleh kecenderungan kandidat kuat untuk ‘membeli’ koalisi 
partai besar sebagai strategi mencegah politisi lain mendapatkan 
dukungan partai yang cukup. Hal ini dikombinasikan dengan 
fakta bahwa kandidat yang lebih lemah cenderung memiliki lebih 
sedikit uang untuk dibelanjakan. Perkiraan dari para kandidat ini 
menunjukkan bahwa mahar politik jauh lebih mahal di Kalimantan 
dan beberapa daerah lain dibandingkan dengan daerah-daerah lain 
(misalnya NTT dan Sulawesi)—tetapi khususnya angka-angka dari 
Kalimantan perlu dipertimbangkan dengan hati-hati karena jumlah 
kandidat yang dinilai rendah.

	 Kami juga menemukan bahwa kecenderungan untuk menuntut 
mahar politik ini sama umumnya di antara semua partai politik. Tabel 
4 memberikan gambaran umum untuk 213 kandidat yang memberikan 
penilaian terhadap kandidat pesaing yang disurvei. Meskipun kami 
menyarankan kehati-hatian karena angka-angka ini mencerminkan 
perkiraan kompetitor dan melibatkan jumlah kandidat yang lebih 
rendah, pola yang dijelaskan dalam tabel ini tetap sangat menarik 
karena sebagian besar mencerminkan konstelasi politik nasional saat 
ini. 

	 Partai-partai yang meminta jumlah uang mahar tertinggi per kursi 
adalah Gerindra  (menerima Rp842 juta per kursi) dan partai-partai 
yang membentuk bagian dari koalisi pemerintahan—sebuah koalisi 
yang disebut “KIM plus” dan melibatkan semua partai politik utama, 
kecuali PDI-P. Kurangnya hubungan dengan koalisi pemerintahan 
nasional mungkin membuat PDI-P menjadi mitra yang kurang menarik, 
yang menyebabkan ‘harga’ yang lebih rendah untuk dukungan mereka, 
yaitu ‘hanya’ Rp401 juta per kursi. Namun, mahar politik yang relatif 
murah dari PDI-P mungkin juga disebabkan karena mereka seringkali 
menjadi partai terbesar di DPRD sehingga masih mengumpulkan 
sejumlah besar uang sambil meminta jumlah yang lebih rendah per 

Pengeluaran Kampanye di Seluruh Indonesia
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kursi. Variasi dalam jumlah uang yang diperoleh partai dari kandidat 
ini sekali lagi merupakan topik yang layak untuk dieksplorasi lebih 
lanjut, meskipun berada di luar cakupan dari laporan ini.

	 Karena sampel kita dapat diasumsikan cukup representatif, kita 
dapat mengekstrapolasi temuan ini ke seluruh Indonesia. Terdapat 
total 1557 pasangan kandidat berpartisipasi dalam Pilkada 2024.29 Jika 
87,8 persen dari para kandidat masing-masing membayar mahar politik 
rata-rata sebesar Rp6,9 miliar, ini berarti bahwa menjelang Pilkada 
2024 para kandidat membayar kepada partai politik dengan jumlah 
angka yang sangat fantastis, yaitu sebesar Rp9,4 triliun. Jumlah ini 
jauh lebih besar daripada jumlah subsidi negara yang diterima partai 
politik—yang hanya sebesar Rp 126 miliar pada tahun 2023.30 Dengan 
demikian, pilkada merupakan bisnis besar bagi partai politik karena 
mereka mengambil sejumlah besar uang dari kandidat—sekitar 75 
kali lebih banyak daripada yang mereka dapatkan dalam subsidi 
negara setiap tahunnya. Jika kita mengingat bahwa kandidat yang 
menang umumnya mencoba untuk mendapatkan kembali uang ini 

Tabel 4 
Biaya Rata-rata per Kursi DPRD menurut Partai

Berpesta
Tidak

ada peng-
amatan

Rata-rata  
(miliar)

GERINDRA 20 842

PPP 13 800

HANURA 11 632

GOLKAR 21 616

NASDEM 13 599

PKB 26 574

PERINDO 12 542

PKS 23 539

PSI 12 492

DEMOKRAT 22 455

PAN 22 443

PDIP 18 401

ALL PARTIES 213 571

29 Lihat https://en.antaranews.com/news/336117 
30 https://databoks.katadata.co.id/keuangan/statistik/a1a416f9225d912/pemerintah-kucur-
kan-dana-bantuan-parpol-rp126-m-terbanyak-untuk-pdip
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setelah menjabat, maka temuan ini menggarisbawahi bahwa praktik 
partai politik untuk menuntut mahar politik merupakan pendorong 
utama korupsi dan, akibatnya, kerugian keuangan negara.

3.3 Total biaya kampanye
Setelah menguraikan jumlah uang yang dihabiskan politisi untuk 
kampanye dan mahar politik, kita sekarang dapat menggabungkan 
kedua pengeluaran ini untuk mendapatkan total biaya kampanye di 
Indonesia. Tabel 5 memberikan gambaran umum. Angka-angka ini 
sedikit berbeda dari yang disajikan di atas, karena total rata-rata 
ini dihitung hanya untuk 275 kandidat yang memiliki data biaya 
kampanye dan biaya mahar politik—yaitu lebih sedikit daripada 334 
kandidat yang telah kita analisis di atas. Meskipun sampel ini lebih 
kecil, sampel ini masih mencakup berbagai provinsi dan karenanya 
secara umum mewakili 1557 pasangan kandidat yang berpartisipasi 
pada Pilkada 2024.

	 Kami menemukan bahwa, jika menghitung biaya kampanye 
dan mahar politik, rata-rata kandidat atau pasangan kandidat 
menghabiskan Rp27,9 miliar. Sementara itu, kandidat yang menang 
rata-rata menghabiskan Rp36,8 miliar. Untuk memberikan gambaran 
lebih luas, kandidat yang menang menghabiskan 75 kali lebih banyak 
daripada gaji tahunan rata-rata kepala daerah termasuk tunjangan 
(kami perkirakan sebesar Rp41,1 juta per bulan).31 Lebih lanjut, jika 
dibandingkan dengan pendapatan tahunan rata-rata orang Indonesia 
sebesar Rp78,6 juta per tahun,32 ini berarti bahwa kepala daerah terpilih 
menghabiskan 468 kali lebih banyak dana untuk kampanye mereka. 
Jika, seperti yang ditunjukkan data ini, 1557 pasangan kandidat yang 
berkontestasi dalam Pilkada 2024 rata-rata menghabiskan Rp27,9 
miliar, ini berarti bahwa secara bersama-sama kandidat-kandidat ini 
menghabiskan Rp43,4 triliun. Jumlah ini setara dengan 0,20 persen dari 
PDB Indonesia atau 6,5 persen dari anggaran pendidikan tahunan.33

31 Lihat https://seknasfitra.org/pressrelease/naikan-gaji-kepala-daerah-presiden-bangkrut-
kan-daerah-2/
32 Lihat BPS.go.id
33 https://databoks.katadata.co.id/en/economics-macro/statistics/1507d9c612d0a05/indo-
nesias-2024-education-budget-reaches-rp665-trillion-a-new-record-high

Pengeluaran Kampanye di Seluruh Indonesia



19Harga Kekuasaan

Tabel 5 
Total biaya operasional kepala distrik

W
ilayah

Sem
ua K

andidat
K

andidat Pem
enang

N
Penge-
luaran 

K
am

panye 
(m

iliar)

M
as K

aw
in 

Politik 
(m

iliar)

Total 
(Penge-
luaran +

 
M

as K
aw

in) 
(m

iliar)

Total Biaya 
/ Pem

ilih
N

Pengeluaran 
K

am
panye 

(m
iliar)

M
as K

aw
in 

Politik 
(m

iliar)

Total (Penge-
luaran +

 
M

as K
aw

in) 
(m

iliar)

Total Biaya/ 
Pem

ilih

Sum
atra

57
31.8

6.4
38.2

248.378
22

36.4
7.0

43.4
282.356

Jaw
a

109
24.9

8.2
33.1

74.456
41

32.2
9.8

42.0
100.810

K
alim

antan
7

17.1
12.6

29.7
162.088

3
24.9

17.2
42.2

237.415

N
TT

48
7.9

3.5
11.4

108.889
14

12.1
5.5

17.6
165.962

Sulaw
esi

54
14.1

6.8
20.9

165.851
21

22,5
9.2

31.7
254.559

TO
TA

L
275

21.1
6.9

27.9
136.693

(7,77 U
S$)

101
28.1

8.7
36,8

185.411
(10,53 U

S$)
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	 Meskipun angka-angka ini terdengar tinggi, orang mungkin masih 
bertanya-tanya bagaimana pengeluaran ini dibandingkan dengan 
pengeluaran para politisi yang berpartisipasi dalam pemilu di tempat 
lain. Sebuah proyek penelitian baru-baru ini yang dilakukan oleh 
Westminster Foundation for Democracy memberi kita kesempatan 
untuk melakukan perbandingan tersebut. Berdasarkan sejumlah 
penilaian ahli (yang lebih terbatas) yang diberikan oleh para politisi di 
berbagai negara, studi-studi ini memberikan perkiraan kasar tentang 
biaya untuk mencalonkan diri sebagai anggota parlemen di berbagai 
negara. Oleh karena itu, perbandingan ini tidak sempurna, karena 
pemilihan yang kita bahas menyangkut pemilihan kepala distrik, 
bukan pemilihan parlemen, dan perkiraan tersebut didasarkan pada 
jumlah wawancara yang lebih sedikit. Perbandingan internasional ini 
menggarisbawahi betapa mengkhawatirkannya situasi di Indonesia. 
Dalam hal pengeluaran per pemilih, pengeluaran untuk pilkada lebih 
tinggi daripada pengeluaran untuk semua pemilu yang dipelajari di 
negara lain. Dengan pengeluaran per pemilih sebesar $10,53 untuk 
pemenang dan $7,77 untuk semua kandidat, Indonesia bahkan 
mengalahkan Liberia ($7,18 untuk kandidat pemenang). Sementara 
pengeluaran ini umumnya lima kali lebih tinggi daripada di Pakistan 
($0,80), Ghana ($1,24), Kenya ($0,74) dan Mali ($1,23). Singkatnya, 
pengeluaran kampanye Indonesia sangat tinggi menurut standar 
internasional.

Pengeluaran Kampanye di Seluruh Indonesia
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4
Bagaimana Para Politisi Membelanjakan Dana 
Kampanye Mereka?

Mengingat sangat besarnya anggaran kampanye para kandidat 
tersebut, pertanyaan selanjutnya adalah: untuk alokasi apa saja para 
kandidat atau pasangan kandidat menghabiskan uang sebanyak itu? 
Dengan kata lain, berapa banyak uang yang dihabiskan oleh para 
kandidat untuk berbagai jenis pengeluaran kampanye? Dan, terkait 
dengan itu, berapa banyak dari pengeluaran ini yang sebenarnya 
legal? Menurut PKPU No. 14 Tahun 2024, kegiatan kampanye yang 
legal adalah rapat umum & acara tatap muka, publisitas & periklanan 
serta pembayaran jasa (termasuk tim kampanye dan organisasi 
kampanye). Sementara itu, kegiatan ilegal termasuk pengeluaran 
untuk pengawas tempat pemungutan suara. Seperti yang disebutkan 
sebelumnya, UU PIlkada secara eksplisit melarang praktik jual beli 
suara untuk pemilih, serta staf KPU dan Bawaslu.

	 Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita dapat kembali 
menggunakan data hasil survei. Kami meminta 478 kandidat yang 
kami survei agar memberikan penilaian tentang berapa banyak 
uang yang dihabiskan pesaing mereka untuk delapan item anggaran 
utama sebagaimana kami identifikasi dari riset lapangan kami pada 
saat kampanye pilkada. Karena tidak semua kandidat yang disurvei 
memberikan perkiraan, pada akhirnya kami memperoleh perkiraan 
dari 279 kandidat (termasuk 124 pemenang). Pada Tabel 6 di bawah 
ini, kami memberikan gambaran umum hasil survei, yang selanjutnya 
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akan kami kontekstualisasikan menggunakan wawasan yang kami 
peroleh dari kerja lapangan kami pada kampanye pilkada.

	 Analisis pertama tentang temuan data di atas adalah bahwa tiga 
kategori pengeluaran kampanye ‘tradisional’ dan legal, yaitu publisitas, 
acara kampanye, dan organisasi kampanye, hanya berkontribusi 
pada sebagian kecil dari total pengeluaran kampanye. Kandidat rata-
rata menghabiskan 11,9 persen dari anggaran mereka (sekitar Rp2 
miliar per kampanye) untuk publisitas dan periklanan, yang meliputi 
pengeluaran untuk poster, spanduk, serta iklan di media tradisional 
dan media sosial. Mereka rata-rata menghabiskan 17,2 persen (sekitar 
Rp3 miliar per kampanye) untuk menyelenggarakan rapat umum 
dan acara kampanye lainnya, dan mereka menghabiskan 9,7 persen 
(Rp1,6 miliar per kampanye) untuk biaya organisasi, yang meliputi 
biaya sewa kantor, transportasi, katering, serta jajak pendapat.

	 Kami meminta para kandidat untuk memberikan penilaian terpisah 
mengenai pengeluaran untuk staf kampanye—termasuk juru kampanye 
lokal, konsultan, dan tim kampanye pusat. Kami melakukan hal ini 
karena penilaian tersebut menggambarkan ciri khas kampanye pilkada 
di Indonesia. Karena partai politik memiliki kapasitas mobilisasi yang 
terbatas dan karena kandidat mengorganisir kampanye sendiri (bukan 
partai politik), mereka perlu membangun tim kampanye mereka 
sendiri (lihat Aspinall dan Berenschot, 2019). Hal ini memberi kita 
alasan pertama mengapa pengeluaran kampanye relatif tinggi di 
Indonesia. Di banyak negara, kandidat dapat mengandalkan partai 
politik dan relawan partai yang tidak perlu dibayar untuk pekerjaan 
kampanye mereka. Sebaliknya, survei ini menegaskan bahwa para 
kandidat pemilu di Indonesia perlu mengeluarkan banyak uang untuk 
mendapatkan orang-orang yang berkampanye atas nama mereka, yaitu 
sebesar rata-rata sekitar 10,7 persen dari biaya kampanye (hampir 
Rp2 miliar per kandidat) dialokasikan untuk tim kampanye.

	 Keterlibatan kader partai politik yang terbatas membuat kampanye 
pemilihan menjadi mahal. Keterbatasan partisipasi kader partai politik 
memaksa para kandidat mengeluarkan banyak uang untuk membiayai 
saksi tempat pemungutan suara (TPS)—yang merupakan tindakan 
ilegal. Karena para kandidat merasa bahwa KPU dan Bawaslu tidak 
dapat dipercaya menghitung suara mereka secara adil, mereka 
cenderung mengirim tim kampanye mereka sendiri ke TPS untuk 
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memantau, baik proses pemungutan suara yang sebenarnya, maupun 
penghitungan suara yang terjadi setelahnya. Kurangnya kepercayaan 
pada proses pemungutan suara ini sangat merugikan mereka. Para 
saksi ini mendapatkan tunjangan harian sekitar Rp200-300 ribu per 
orang serta makanan dan mereka dilatih sebelum menjalakan tugasnya. 
Kami menemukan bahwa para kandidat menghabiskan rata-rata 9,2 
persen dari anggaran mereka (Rp1,2 miliar per kandidat) untuk 
alokasi biaya saksi di TPS. Ketersediaan kader partai sukarelawan 
yang berkomitmen, atau proses pemungutan suara yang lebih dapat 
dipercaya, akan memungkinkan kandidat untuk menghindari biaya 
ini.

	 Namun, pengeluaran kampanye yang utama melibatkan pemberian 
hadiah yang diberikan kandidat kepada pemilih dan pemimpin lokal—
pengeluaran yang ilegal. Kami menemukan bahwa, dalam penilaian 
kandidat, 41,3 persen dari anggaran kampanye (sekitar Rp11 miliar 
rata-rata per kandidat) dihabiskan untuk pemberian hadiah, dengan 
persentase dan jumlah yang lebih tinggi (47,1 persen atau sekitar Rp17 
miliar) untuk kandidat yang menang. Pemberian hadiah ini terbagi 
dalam tiga kategori. Jenis pemberian hadiah pertama melibatkan uang 
yang dihabiskan kandidat untuk menyediakan fasilitas bagi masyarakat, 
seperti uang untuk membangun jalan, memperbaiki irigasi, merenovasi 
tempat ibadah, kompensasi untuk orang yang meninggal, ambulans, 
peralatan pertanian, dan lain-lain. Hadiah-hadiah ini kadang-kadang 
disebut sebagai ‘barang-barang kelompok’ karena diberikan kepada 
seluruh komunitas dan bukan individu. Para kandidat rata-rata juga 
menghabiskan 6,4 persen (Rp1,5 miliar) untuk hadiah komunitas. 
Selain itu, mereka juga mengeluarkan jumlah yang hampir sama 
(6,2 persen atau Rp1,3 miliar) untuk memberikan uang dan hadiah 
kepada tokoh-tokoh yang berpengaruh, seperti kepala RT, kepala 
desa, atau tokoh adat, untuk mendapatkan dukungan mereka selama 
kampanye.

	 Jenis pemberian uang yang paling penting, dan kategori 
pengeluaran terpenting secara keseluruhan adalah uang yang dibagikan 
kandidat kepada pemilih menjelang Hari-H pemungutan suara. Proses 
distribusi uang ini disebut sebagai politik uang, serangan fajar atau 
sebutan yang lain yang beragam di berbagai daerah. Kandidat yang 
menang menghabiskan sekitar sepertiga dari anggaran kampanye 
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mereka (33,8 persen atau Rp12,4 miliar) untuk alokasi pembelian 
suara ini. Angka ini sedikit lebih rendah untuk semua kandidat 
atau termasuk kandidat yang kalah (28,7 persen atau Rp8,3 miliar). 
Selama riset lapangan, dengan mengikuti aktivitas-aktivitas kampanye 
para kandidat, kami melihat betapa relatif normal dan diterimanya 
praktik pemberian uang kepada pemilih ini, dengan banyak pemilih 
mengharapkan untuk menerima sejumlah uang dari, seringkali, 
beberapa kandidat. Sebagaimana diilustrasikan oleh berbagai studi 
kualitatif (misalnya Aspinall dan Berenschot, 2019), kandidat hampir 
tidak dapat menghindari pemberian uang karena mereka merasa 
tidak akan dianggap serius jika menolak untuk melakukannya.

	 Jadi, meskipun hasil penelitian cenderung menunjukkan bahwa 
menghamburkan dana untuk pemberian uang tidak menjamin 
kemenangan pemilu,34 temuan kami menunjukkan para politisi tetap 
yakin bahwa pemberian uang tersebut merupakan elemen penting 
untuk kemenangan pemilu. Kami menemukan bahwa tidak ada variasi 
yang signifikan dalam pengeluaran untuk kategori anggaran ini di 
seluruh Indonesia. Namun, terlihat jelas dan tidak mengherankan 
bahwa di kampanye pemilu yang paling mahal porsi pembelian 
suara juga lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa ketika para kandidat 
memiliki anggaran kampanye yang lebih tinggi, mereka cenderung 
lebih suka menghabiskan kelebihan uang ini dengan memberikannya 
kepada pemilih secara langsung.

	 Selama bertahun-tahun, proses distribusi uang ini menjadi semakin 
canggih, di mana para kandidat secara cermat menargetkan kelompok 
dan jumlah pemilih yang menerima uang serta mengerahkan tim 
pemantau dan bahkan aplikasi untuk memastikan bahwa uang tersebut 
benar-benar didistribusikan. Untuk tujuan pembuatan kebijakan, satu 
pengamatan yang penting dicatat adalah bahwa pengawas pemilu (dari 
Bawaslu) kekurangan sumber daya dan mandat untuk menghentikan 
praktik ini. Akibatnya, ada indikasi-indikasi bahwa tingkat ‘pembelian 
suara’ di Indonesia termasuk yang tertinggi di dunia.35

	 Untuk memberikan gambaran tentang besarnya skala distribusi 
uang ini, ada baiknya menghitung total jumlah uang yang didistribusikan 

34 Lihat Muhtadi, 2019.
35 Idem.
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oleh para kandidat selama Pilkada 2024. Dengan 1557 pasangan 
calon yang bersaing, dan dengan asumsi bahwa sampel kita 
representatif dan oleh karena itu, setiap pasangan kandidat rata-rata 
menghabiskan Rp8,3 miliar untuk pembelian suara, ini berarti total 
Rp12,9 triliun didistribusikan kepada pemilih di seluruh Indonesia. 
Sebagai perbandingan, pada tahun 2025 anggaran kesehatan nasional 
Indonesia mencapai Rp187,1 triliun, pembelian suara selama pemilihan 
distrik tahun 2024 menelan biaya setara dengan 7 persen dari seluruh 
anggaran kesehatan Indonesia,36 atau 18 persen dari seluruh anggaran 
tahunan untuk program makan siang gratis di sekolah (MBG).37

	 Penilaian tentang bagaimana politisi membelanjakan anggaran 
kampanye mereka ini menunjukkan tiga faktor tambahan pendorong 
tingginya pengeluaran kampanye di Indonesia selain mahar politik 
yang dibahas di bagian sebelumnya. Faktor pendorong utama 
pertama adalah kurangnya kader partai yang berkomitmen bagi 
para kandidat. Karena kandidat tidak dapat mengandalkan relawan 
partai dan perlu membangun tim kampanye mereka sendiri, biaya 
staf kampanye menjadi relatif tinggi, mencapai sekitar 10,7 persen 
dari total biaya. Faktor pendorong kedua adalah persepsi kurang 
terpercayanya proses pemilu, dan kecenderungan kandidat untuk 
menyewa saksi di tempat pemungutan suara (TPS), yang menambah 
persentase anggaran 9,2 persen lagi pada biaya kampanye. Faktor 
ketiga, alasan terpenting untuk biaya kampanye yang tinggi ini adalah 
permisifnya sistem pemilu Indonesia terhadap distribusi uang kepada 
pemilih. Praktik ‘pembelian suara’ ini mencapai hampir sepertiga dari 
anggaran kampanye, dan meskipun ilegal, praktik ini telah menjadi 
aspek yang hampir dinormalisasi dan diterima dalam kampanye 
pemilu. Sebagaimana akan kita bahas di bagian terakhir laporan 
ini, sikap permisif terhadap praktik pembelian suara saat ini, dan 
kurangnya upaya efektif untuk melawan praktik ini, menunjukkan 
bahwa biaya kampanye dapat dikurangi secara substansial jika 
tindakan penanggulangan yang lebih efektif diterapkan.

36 https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6951966/anggaran-keseha-
tan-ri-di-2024-rp-187-5-triliun-ini-alokasinya
37 https://katadata.co.id/finansial/makro/66bf0cb0ae60a/anggaran-makan-bergizi-gratis-ca-
pai-rp-71-t-pada-2025-siapa-saja-sasarannya

Bagaimana Para Politisi Membelanjakan Dana ...
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5
Bagaimana Para Politisi Membiayai Kampanye 
Pemilihan Mereka?

Mengingat besarnya jumlah uang yang dihabiskan para politisi untuk 
kampanye pemilu, bagaimana mereka membiayai biaya tersebut? 
Pertanyaan ini penting untuk memahami cara kerja kepala daerah 
setelah mereka menjabat. Sumbangan kampanye dari perusahaan, 
misalnya, cenderung disertai dengan harapan bahwa, setelah menjabat, 
kepala daerah terpilih akan membalas budi dengan memfasilitasi 
akses ke izin, konsesi, atau kontrak pemerintah.38 Di sisi lain, jika 
kandidat membiayai sebagian besar kampanye mereka sendiri, mereka 
memiliki insentif yang kuat untuk menggunakan kendali mereka atas 
sumber daya negara untuk menutup biaya tersebut. Seperti yang 
ditunjukkan oleh kasus korupsi yang sering terjadi, dalam kasus 
seperti itu politisi terlibat dalam berbagai bentuk pencarian rente, 
seperti meminta jatah persentase dari kontrak yang diberikan atau 
suap dari birokrat yang mencari promosi.39 Dengan kata lain, untuk 
mengetahui sejauh mana politisi bergantung pada pelaku bisnis atau 
kekayaan pribadi dalam membiayai kampanye pemilu mereka, maka 
penting untuk memahami karakter korupsi yang dihasilkan oleh biaya 
kampanye yang tinggi. Kemudian, pembiayaan pribadi memperdalam 
ketidaksetaraan politik, karena implikasinya adalah warga biasa—
yang memiliki sumber daya dan akses yang lebih sedikit ke donor 
perusahaan—tidak dapat berpartisipasi dalam pemilu.

38 Lihat Anugrah, 2023; Aspinall dan Berenschot, 2019: 202-223.
39 Lihat misalnya Berenschot, 2018b.
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	 Untuk menilai karakteristik pendanaan kampanye, kami kembali 
mengandalkan kombinasi survei kandidat kami dan penelitian 
lapangan kami pada kampanye pemilihan. Kami meminta kandidat 
yang diwawancarai untuk menilai sumber pendanaan kampanye 
saingan mereka, dengan menyajikan kepada mereka sejumlah potensi 
sumber pendanaan yang kami identifikasi selama kerja lapangan. 
Tabel 7 memberikan gambaran umum hasilnya.

	 Temuan utama di sini adalah bahwa para kandidat menanggung 
sebagian besar—rata-rata hampir 50 persen—biaya kampanye secara 
mandiri. Khususnya di Sumatera, para kandidat (dan keluarga 
mereka) cenderung mendanai kampanye mereka sendiri. Jika 
pasangan calon mendanai sekitar 49,2 persen dari rata-rata Rp27,9 
miliar yang diperkirakan, ini berarti rata-rata seorang kandidat kepala 
daerah dan/atau wakil kandidat beserta keluarganya menyumbang 
Rp13,7 miliar (sekitar $790 ribu)—dan calon yang menang (pasangan 
calon) rata-rata menyumbang Rp18,1 miliar. Selain kekayaan pribadi, 
sumber pendanaan utama adalah sponsor bisnis. Rata-rata 29,8 
persen pendanaan kampanye diperkirakan berasal dari pelaku bisnis, 
dengan persentase yang lebih besar untuk bisnis lokal (18,1 persen) 
dibandingkan dengan bisnis yang berkantor pusat di luar daerah 
atau kabupaten asal kandidat (9,4 persen).

	 Alasan penting mengapa kontribusi pribadi dan bisnis ini sangat 
tinggi adalah karena kontribusi dari sumber pendanaan yang lebih 
umum—partai politik dan warga negara—relatif rendah. Dalam studi 
tentang keuangan politik,40 partai politik umumnya digambarkan 
sebagai sumber pendanaan kampanye yang paling penting. Donasi 
warga juga memainkan peran penting, baik dalam bentuk donasi 
langsung kepada kandidat (terutama di AS), atau sebagai biaya 
keanggotaan yang dibayarkan kepada partai politik. Di negara-negara 
Eropa, biaya keanggotaan yang dibayarkan warga kepada partai 
politik, dikombinasikan dengan subsidi negara, memungkinkan 
partai-partai ini mengumpulkan anggaran kampanye yang cukup. 
Sehingga, di sebagian besar negara-negara ini (kecuali Inggris), 
kandidat individu jarang memberikan kontribusi dana kampanye 
dari kantong mereka sendiri.41

40 Misalnya Norris dan van Es, 2016; Casas Zamora, 2024.
41 Lihat Cagé, 2020; Biezen dan Kopecky, 2007.
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	 Dibandingkan dengan kajian internasional tersebut, kami 
menemukan bahwa di Indonesia sumber pendanaan kampanye 
‘tradisional’ ini memainkan peran yang jauh lebih kecil. Maka tidak 
mengherankan bahwa warga negara (dan organisasi masyarakat sipil) 
memberikan kontribusi yang sangat sedikit (diperkirakan masing-
masing 2 dan 0,9 persen), karena warga, seperti yang disebutkan 
di atas, telah terbiasa menerima dari para politisi daripada memberi 
kepada mereka. Namun, kecilnya peranan parpol dalam pendanaan 
kampanye terbilang cukup ajaib, mengingat para calon sudah 
membayar sejumlah besar mahar politik tersebut kepada partai—orang 
mungkin berharap bahwa sebagian dari uang mahar ini kemudian 
akan digunakan untuk kampanye pemilihan.

	 Terdapat perdebatan yang cukup hangat di Indonesia mengenai 
usulan pemberian subsidi negara yang lebih besar untuk parpol,42 
dan dalam konteks ini, sebuah temuan yang relevan dari penelitian 
kami adalah bahwa subsidi yang ada saat ini (yang sangat terbatas) 
hampir tidak digunakan untuk mendanai kampanye pilkada. Tampaknya 
partai (dan politisi lainnya) mengharapkan kandidat untuk membiayai 
diri mereka sendiri—meskipun persentase kecil kontribusi dana dari 
dua pihak tersebut (5,4 persen untuk parpol, dan 4,8 persen untuk 
kontribusi dari politisi lain) mungkin mengabaikan biaya pertemuan 
publik besar yang melibatkan pasangan calon (paslon) dari beberapa 
daerah pemilihan (dapil) yang terkadang diorganisir oleh partai-partai 
besar (dan kandidat gubernur). Namun secara umum, temuan ini 
menggarisbawahi pengamatan umum sebelumnya bahwa partai politik 
memainkan peran kecil dalam kampanye pemilihan. Untuk tujuan 
pembuatan kebijakan, kami menggarisbawahi bahwa pendanaan 
terbatas dari partai ini setidaknya merupakan sebuah efek dari 
sistem pemilu yang ada: karena sistem saat ini memaksa sebagian 
besar kandidat untuk mencari dukungan dari koalisi partai (daripada 
mewakili satu partai), partai-partai akhirnya kurang memiliki insentif 
untuk berinvestasi pada kandidat yang bukan sepenuhnya ‘milik 
mereka’.

	 Penting untuk menekankan implikasi negatif terhadap tata kelola 
pemerintahan akibat ketergantungan yang besar dari para politisi 

42 Lihat misalnya Mietzner, 2015.

Bagaimana Para Politisi Membelanjakan Kampanye ...



31Harga Kekuasaan

kepada kekayaan pribadi dan sumbangan bisnis. Meskipun kontribusi 
partai dan warga negara tidak perlu dikembalikan (setidaknya tidak 
dengan uang), kontribusi pribadi dan bisnis cenderung merupakan 
investasi yang perlu dipulihkan. Pelaku bisnis yang mendanai kampanye 
cenderung memberikan pendanaan dengan harapan bahwa, setelah 
terpilih, para politisi akan membalas budi ini dengan memberi 
mereka kontrak pemerintah, membantu mereka menavigasi (atau 
menghindari) peraturan pemerintah, mengatur izin atau konsesi, 
dan lain sebagainya. Kesepakatan terselubung antara politisi dan 
pelaku bisnis tersebut membatasi kemampuan negara Indonesia 
untuk menegakkan aturan dan peraturan, dan dengan demikian 
berkontribusi pada pencemarahn lingkungan, perampasan tanah, 
pelanggaran hak buruh, pengemplangan pajak, dan pelanggaran 
hukum secara luas.

	 Ketergantungan pada kekayaan pribadi juga memiliki dampak 
negatif yang cukup besar. Politisi-politisi yang menyumbangkan 
sejumlah besar uang mereka sendiri untuk kampanye pemilu cenderung 
melakukan upaya besar untuk balik modal, yaitu memulihkan biaya 
tersebut dengan menyalahgunakan kendali mereka atas sumber daya 
negara. Seperti yang ditunjukkan oleh serangkaian kasus korupsi yang 
terjadi, politisi memulihkan uang kampanye mereka dengan berbagai 
cara, mulai dari meminta bayaran dari birokrat yang butuh promosi 
jabatan, meminta bayaran dari perusahaan untuk pemberian kontrak 
pemerintah, meminta suap dari pelaku bisnis untuk memfasilitasi 
penghindaran peraturan, atau hanya dengan menggelapkan anggaran 
negara yang seharusnya digunakan untuk menyediakan layanan 
publik. Kemudian, signifikansi kekayaan pribadi dalam pendanaan 
kampanye membatasi pilihan kandidat bagi pemilih. Karena jika 
kandidat perlu menyumbangkan begitu banyak uang, maka hanya 
orang kaya yang dapat berpartisipasi dalam pemilu. Dengan kata 
lain, tingginya pembiayaan pribadi mendorong oligarkisasi demokrasi 
Indonesia, karena hal itu mereduksi pemilu menjadi persaingan antara 
para elite kaya.

	 Dengan kata lain, peran besar kekayaan pribadi dalam pendanaan 
kampanye merupakan sebuah pendorong utama korupsi, dan akibatnya 
berdampak sangat negatif terhadap kualitas pemerintahan dan, 
karenanya, kualitas hidup di Indonesia.
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	 Singkatnya, kesimpulan utama dari tinjauan umum tentang karakter 
pendanaan kampanye ini adalah bahwa upaya untuk mengurangi 
kerusakan yang ditimbulkan oleh biaya pemilu terhadap tata kelola 
pemerintahan tidak cukup hanya berfokus pada pengurangan 
biaya kampanye. Korupsi yang sering dilakukan para politisi dan 
persekongkolan di bawah meja mereka dengan pelaku bisnis juga dapat 
diatasi dengan menemukan cara untuk mengurangi ketergantungan 
mereka kepada kekayaan pribadi dan sumbangan bisnis. Di bagian 
selanjutnya tentang rekomendasi kebijakan, kami akan membahas 
beberapa gagasan tentang bagaimana mengurangi ketergantungan 
pada sumber pendanaan kampanye yang kurang sehat tersebut.

Bagaimana Para Politisi Membelanjakan Kampanye ...
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6
Rekomendasi Kebijakan untuk Mengurangi 
Biaya Kampanye

Kajian mengenai kandidat pemilihan kepala daerah tahun 2024 ini 
memberikan gambaran unik tentang karakter yang sesungguhnya 
dari pendanaan kampanye di Indonesia. Tanggapan dari para politisi 
yang kami survei membuktikan bahwa, dengan rata-rata Rp36,8 
miliar untuk kandidat yang menang, pengeluaran kampanye sangat 
tinggi dan tidak berkelanjutan, bahkan jika dibandingkan dengan 
negara lain. Masalahnya, menurut temuan kami, diperparah oleh 
ketergantungan politisi pada kekayaan pribadi dan pelaku bisnis 
untuk memenuhi biaya tersebut—yang merupakan sumber sekitar 75 
persen pendanaan kampanye. Temuan ini mengkhawatirkan karena 
para donatur ini lebih cenderung (dibandingkan dengan pendanaan 
dari subsidi negara atau partai politik) meminta pengembalian 
dana—dan karenanya menimbulkan korupsi dan melemahkan tata 
kelola pemerintahan. Dalam konteks ini, pendanaan berbasis kandidat 
cenderung mendorong personalisasi politik lokal di Indonesia.

	 Namun, penilaian terhadap para politisi ini juga memberikan 
wawasan yang berguna mengenai alasan-alasan mengapa kampanye 
pemilu di Indonesia sangat mahal. Singkatnya, analisis sebelumnya 
tentang karakter pengeluaran kampanye menunjukkan bahwa 
ada empat pendorong utama yang membuat biaya kampanye di 
Indonesia sangat tinggi. Pertama, kami menyoroti dampak mahar 
politik. Menurut para calon kepala daerah yang disurvei, parpol 
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menuntut dan menerima jumlah yang sangat tinggi (rata-rata 
Rp6,9 miliar) sebagai imbalan atas dukungan terhadap pencalonan 
mereka—meskipun pembayaran tersebut ilegal. Kedua, para kandidat 
memperkirakan bahwa mereka menghabiskan sekitar 28,7 persen 
dari anggaran kampanye pemilu mereka atau Rp8,3 miliar untuk 
pembelian suara—jumlah yang meningkat menjadi Rp12,4 miliar 
untuk kandidat yang menang. Pengeluaran besar ini, sekali lagi, 
ilegal. Penyebab ketiga dari tingginya biaya kampanye berkaitan 
dengan kebutuhan yang dirasakan kandidat untuk mengeluarkan 
uang untuk saksi TPS. Kurangnya kepercayaan mereka terhadap 
prosedur pemungutan suara dan penghitungan suara merugikan 
mereka rata-rata Rp1,2 miliar per kandidat. Keempat, kurangnya kader 
partai yang berkomitmen memaksa politisi menghabiskan sejumlah 
besar uang untuk membangun dan membina tim kampanye.

	 Temuan-temuan ini memiliki implikasi bagi diskusi yang 
sedang berlangsung mengenai perubahan undang-undang pemilu 
di Indonesia. Pada bagian akhir laporan ini, kami mengembangkan 
temuan-temuan ini serta studi-studi kami sebelumnya tentang pemilu 
di Indonesia,43 untuk mengartikulasikan bagaimana temuan-temuan 
kami relevan dengan perdebatan kebijakan tentang cara mengurangi 
biaya kampanye.

	 Namun, rekomendasi utama kami adalah agar pemerintah 
Indonesia kembali44 membentuk komisi ahli untuk memberikan 
serangkaian usulan komprehensif dan berbasis bukti kepada 
para anggota DPR yang fokus kepada reformasi pemilu guna 
mengurangi pengeluaran kampanye. Komisi ini harus melibatkan 
ahli hukum dan ilmuwan politik yang memiliki pengalaman dan 
pengetahuan luas tentang politik Indonesia serta reformasi pemilu. 
Komisi semacam itu dapat memberikan masukan yang sangat 
dibutuhkan kepada Komisi 2—komite DPR yang saat ini bekerja pada 
reformasi pemilu—untuk menghasilkan rancangan sistem pemilu 
yang matang. Kami memiliki dua argumen untuk pembentukan 
komisi ahli tersebut. Pertama, mengingat kompleksitas topik ini, 
komisi ahli diperlukan untuk mempertimbangkan dengan cermat pro, 

43 Lihat misalnya Aspinall dan Sukmajati, 2016; Aspinall dan Berenschot, 2019; Beren-
schot, 2018a.
44 Pada awal era reformasi, cukup umum untuk membentuk komisi ahli seperti tim tujuh 
untuk merumuskan usulan reformasi pemilu.
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kontra, dan konsekuensi yang tidak diinginkan dari langkah-langkah 
reformasi sistem pemilu. Mereka dapat membawa pengalaman dan 
pelajaran yang dipetik dari negara-negara lain untuk menghasilkan 
usulan yang matang dan berbasis bukti. Kedua, keterlibatan komisi 
semacam itu juga akan mengatasi kekhawatiran publik bahwa politisi 
akan mengadopsi langkah-langkah reformasi yang hanya melayani 
kepentingan pribadi mereka sendiri. Komisi semacam itu sebaiknya 
memastikan dan mengevaluasi berbagai usulan reformasi yang 
telah diajukan dalam beberapa tahun terakhir, seperti yang kami 
kembangkan di sini.

	 Pada bagian selanjutnya dari laporan ini, kami mengembangkan 
beberapa usulan konkret yang dapat mengurangi biaya kampanye 
dan mengatasi masalah yang timbul dari pendanaan kampanye, 
berdasarkan temuan survei ini serta pengalaman kami dalam 
mempelajari pemilu yang telah diselenggarakan dalam dua puluh 
tahun terakhir. Usulan-usulan ini harus dibaca sebagai upaya untuk 
memperkaya debat dan dengan tujuan meyakinkan pembaca bahwa 
biaya kampanye yang tinggi ini bukanlah sesuatu yang di luar kendali 
manusia, karena intervensi kebijakan sesungguhnya dapat membantu 
mengatasi ancaman serius terhadap tata kelola pemerintahan dan, 
karenanya, kualitas hidup di Indonesia. Kami melihat usulan-usulan 
ini sebagai pelengkap, dan sebagian besar tumpang tindih dengan, 
usulan-usulan yang baru-baru ini diajukan oleh organisasi masyarakat 
sipil (lihat misalnya TI, 2025).

	 Dalam pandangan kami, tujuan mengurangi biaya kampanye 
mencakup empat tantangan terpisah:

1.	 Batasi pembelian suara
Sebagaimana telah ditunjukkan dalam laporan ini, praktik pemberian 
uang kepada pemilih sangat marak dan sangat mahal, sehingga perlu 
mendapat perhatian segera. Tiga langkah berikut adalah contoh 
bagaimana upaya yang ada untuk membatasi praktik ini melalui 
iklan dan pendidikan pemilih dapat dilengkapi:

a.	 Menurunkan ambang batas pembuktian untuk penuntutan 
pembelian suara. Satu gebrakan kunci adalah mengurangi persyaratan 
pembuktian untuk menangkap dan menuntut pelaku pembelian suara dan 
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untuk menyita uang tunai selama kampanye pemilihan. Saat ini, jumlah 
penangkapan pelaku sangat rendah, karena standar pembuktian yang 
tinggi yang ditetapkan oleh peraturan pemilihan yang ada. Berdasarkan 
aturan saat ini, menyaksikan pelaku memberikan uang saja tidak 
cukup sebagai bukti—jaksa juga harus menunjukkan bahwa pelaku 
secara eksplisit meminta suara sebagai imbalan. Dalam praktiknya, 
ini berarti bahwa mendistribusikan uang tunai sambil mengatakan 
“ini hadiah dari calon saya” berada di luar definisi hukum pembelian 
suara dan tidak dapat dituntut. Ambang batas ini harus diturunkan. 
Pendistribusian uang kepada banyak pemilih dengan berbagai alasan 
selama kampanye pemilu, terlepas dari apakah terucap pernyataan 
beli suara secara eksplisit atau tidak, harus dikategorisasikan sebagai 
tindakan ilegal yang melanggar hukum. Demikian pula, membawa uang 
tunai dalam jumlah besar selama periode kampanye harus dianggap 
sebagai pelanggaran yang dapat dituntut.

b.	 Meningkatkan kapasitas untuk memantau praktik pembelian 
suara dengan memperkenalkan regu pemantauan pemilu 
tanggap cepat mengikuti model sistem regu terbang India. 
Langkah reformasi yang menjanjikan adalah dengan membentuk tim 
pemantauan tanggap cepat khusus—yang dikerahkan di tingkat dapil 
selama periode kampanye—yang diberi wewenang untuk melakukan 
penangkapan ketika menemukan praktik pembelian suara dan untuk 
mencegat serta menyita uang tunai yang tidak dilaporkan tanpa 
memerlukan bukti niat pemilu yang eksplisit. Komisi Pemilihan India 
telah mengoperasikan “regu terbang” semacam itu sejak tahun 1990-an 
di bawah Kode Etik Pemilu, dan desain kelembagaannya merupakan 
pelajaran langsung bagi Indonesia. Setiap regu menggabungkan 
petugas setingkat hakim, aparat kepolisian, dan tim video, yang 
memungkinkan perekaman bukti di tempat yang secara substansial 
menurunkan beban pembuktian untuk penuntutan. Jangkauan publik 
diperluas lagi melalui aplikasi pelaporan seluler khusus (C-Vigil di 
India), yang memungkinkan warga mengirimkan pengaduan yang 
diberi penanda geografis yang memicu respons wajib dalam waktu 
100 menit. Evaluasi sistem India mengonfirmasi bahwa penyitaan uang 
tunai yang tidak dilaporkan dalam skala besar telah meningkat secara 
signifikan, dan kehadiran regu secara publik mencegah distribusi 
uang tunai secara terbuka. Mengadaptasi model ini ke Indonesia akan 
membutuhkan penguatan Bawaslu dengan tim penegak hukum antar 
lembaga—yang menggabungkan pengawas Bawaslu, polisi, dan jaksa—di 
tingkat kabupaten/kota, dengan kewenangan hukum yang jelas untuk 
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melakukan penangkapan dan menyita uang tunai.45 Untuk tujuan yang 
sama, penguatan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu ) dan 
kerja samanya dengan Bawaslu juga perlu dipertimbangkan.

c.	 Memperkuat kemandirian politik pengamat pemilu melalui 
reformasi dan rotasi pengangkatan.  Sekarang, peraturan yang 
berlaku memberi Bawaslu wewenang mendiskualifikasi para kandidat 
yang terlibat dalam pembelian suara, namun dalam praktiknya hal 
ini jarang terjadi. Alasan utama mengapa sistem pemilu Indonesia 
relatif permisif terhadap pembelian suara adalah karena para pejabat 
yang bertugas untuk membatasinya memiliki insentif yang kuat untuk 
menjaga hubungan baik dengan para elite politik daerah. Di bawah 
sistem saat ini, prospek karier para komisioner Bawaslu sering kali 
dianggap—jika bukan dalam praktiknya ditentukan—berada di bawah 
kendali para pemimpin politik yang seharusnya mereka awasi. Hal 
ini menciptakan konflik kepentingan struktural: mengambil tindakan 
penegakan hukum terhadap kandidat yang berpengaruh atau para 
pekerja kampanyenya sering dianggap merusak karier profesional, 
sehingga sikap tidak bertindak menjadi jalan termudah.

	 Kurangnya independensi kelembagaan ini dapat diatasi melalui dua 
reformasi yang saling melengkapi. Pertama, komisioner Bawaslu harus 
diangkat melalui proses yang transparan dan berbasis meritokrasi yang 
terlindungi dari pengaruh politik daerah—misalnya, dengan memberikan 
wewenang pengangkatan kepada badan independen nasional daripada 
kepada badan legislatif atau eksekutif lokal. Kedua, komisioner harus 
menjabat dalam masa jabatan tetap dengan durasi yang cukup dan 
tidak dapat diperpanjang untuk mengurangi perhitungan karier jangka 
pendek, dan harus dirotasi secara sistematis antarprovinsi. Rotasi 
khususnya akan memutuskan ikatan pribadi dan profesional yang 
terbentuk antara pengawas lokal dengan para elite yang mereka awasi, 
sehingga mempersulit hubungan politik yang dapat mengompromikan 

keputusan penegakan hukum. 

	 Secara keseluruhan, langkah-langkah ini akan mengurangi 
ketergantungan struktural para komisioner kepada elite politik 
daerah dan dengan demikian memperkuat kredibilitas dan efektivitas 
pengawasan pemilu.

45 Untuk informasi mengenai regu patroli bergerak di India, lihat misalnya di https://scroll.
in/article/918948/meet-the-flying-squads-that-are-enforcing-ecs-model-code-of-conduct-
on-the-ground
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2.	 Kurangi ketergantungan pada kekayaan pribadi 
dan sumbangan bisnis sebagai sumber pendanaan 
kampanye.

Laporan ini juga menyoroti bagaimana, dibandingkan dengan negara-
negara lain, para politisi Indonesia cenderung lebih bergantung pada 
sumbangan bisnis dan kekayaan pribadi mereka untuk mendanai 
kampanye pemilu mereka. Kami juga menekankan kerusakan besar 
yang ditimbulkan oleh pendanaan kampanye semacam itu terhadap 
kualitas pemerintahan, karena sumber pendanaan ini memaksa 
politisi-politisi untuk mengembalikan atau membayar uang tersebut. 
Untuk mengatasi masalah ini, bentuk pendanaan kampanye yang 
lebih sehat—baik dalam bentuk subsidi negara atau sumbangan 
warga—perlu didorong. Berikut adalah contoh inisiatif di tempat 
lain yang mungkin dapat diterapkan dan bermanfaat di Indonesia:

d.	 Mengalokasikan subsidi negara melalui voucer (voucher) yang 
diarahkan warga. Reformasi berdimensi fiskal dan layak secara 
administratif untuk Indonesia adalah dengan mengizinkan warga 
negara mengalokasikan subsidi negara kepada partai dan/atau kandidat 
melalui pengajuan pajak mereka. Pendekatan pengalokasian subsidi 
negara ini mengacu pada model voucer demokrasi yang diusulkan 
oleh ekonom Julia Cagé, yang berpendapat bahwa pendanaan publik 
untuk partai politik harus didemokratisasi dengan memberikan 
setiap warga negara—bukan hanya donor kaya—hak suara yang 
sama dan langsung dalam bagaimana uang publik didistribusikan di 
seluruh lanskap politik (Cagé, The Price of Democracy, 2020). Alih-alih 
mengalokasikan dana publik kepada partai melalui formula berdasarkan 
kinerja pemilihan masa lalu—yang memperkuat petahana dan memberi 
insentif kepada konsentrasi kekuasaan politik yang ada—model Cagé 
memberdayakan para warga untuk secara aktif mengarahkan jumlah 
nominal standar ke partai pilihan mereka. Hak untuk mengarahkan 
alokasi akan diperluas ke wajib pajak langsung yang terdaftar pada saat 
pengajuan pajak tahunan. Setiap wajib pajak yang memenuhi syarat 
akan mengalokasikan jumlah nominal standar dari dana publik ke 
partai terdaftar pilihan mereka—bukan menyumbangkan dana pribadi, 
tetapi mengarahkan sebagian dari uang publik yang telah dialokasikan. 
Hal ini membuat reformasi tersebut realistis secara administratif sejak 
awal, dan memperkaya bentuk akuntabilitas demokratis pada subsidi 
negara karena warga negara dapat menyatakan preferensi mereka 
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setiap tahun. Model ini juga memungkinkan alokasi regional, karena 
desainnya akan memungkinkan para warga mengalokasikan subsidi 
ke cabang-cabang daerah berdasarkan bagian mereka dari “voucer 
demokrasi” di wilayah mereka.

	 Untuk mencegah sistem tersebut mereproduksi dinamika patronase 
yang justru ingin diberantasnya, proses alokasi harus dilakukan secara 
ketat dengan metode double-blind. Parpol-parpol hanya boleh menerima 
total pencairan dana dan tidak boleh mengetahui individu mana yang 
menyalurkan dana kepada mereka. Sebaliknya, warga negara harus 
memberikan alokasi mereka melalui sistem yang aman dan tidak 
melibatkan hubungan langsung dengan pihak penerima. Kelayakan 
untuk menerima dana harus bergantung pada laporan keuangan yang 
teraudit, kepatuhan terhadap pengungkapan informasi, dan kepatuhan 
terhadap aturan pendanaan kampanye.

	 Jumlah warga negara yang memiliki voucer demokrasi semacam itu 
dapat diperluas secara bertahap di luar wajib pajak langsung melalui 
saluran warga negara terautentikasi lainnya seperti platform INA 
DIGITAL milik pemerintah Indonesia. Seiring berjalannya waktu, desain 
ini membawa Indonesia lebih dekat kepada cita-cita46 demokrasi yang 
menjadi inti dari usulan Cagé: sebuah sistem di mana pendanaan politik 
mencerminkan preferensi warga negara, bukan sumber daya elite.

e. 	 Meningkatkan subsidi negara untuk partai politik. Seperti yang 
sering disebutkan oleh berbagai pengamat, jatah Rp1.000 per pemilih 
($0,06) dan total Rp126 miliar ($8 juta) subsidi yang diberikan negara 
Indonesia kepada partai politik relatif rendah (lihat misalnya Mietzner, 
2015).47 Jerman, misalnya, memberikan sekitar $1 per pemilih dan 
sekitar $230 juta dalam total subsidi.48 Belanda memberikan $2,80 per 
pemilih,49 sedangkan Jepang memberikan $2 per pemilih dan sekitar 
$200 juta secara total.50 Sejauh ini upaya untuk meningkatkan subsidi ini 
gagal karena kekhawatiran bahwa partai-partai akan menyalahgunakan 
dana tersebut. Model alokasi yang diusulkan di atas dapat meredakan 
kekhawatiran tersebut, dan membantu menghasilkan dukungan publik 

46 INA DIGITAL (juga dikenal sebagai GovTech Indonesia) adalah bagian dari Perum 
Peruri, penyedia ekosistem layanan digital terpadu pemerintah Indonesia.
47 Lihat juga https://www.kompas.id/artikel/en-bantuan-dana-partai-politik-dari-negara-
semakin-urgen
48 Lihat https://www.bmi.bund.de/EN/topics/constitution/law-political-parties/funding-
pol-parties/funding-pol-parties-node.html
49 https://en.wikipedia.org/wiki/Party_funding_in_the_Netherlands
50 https://www.japantimes.co.jp/news/2024/10/30/japan/politics/ldp-subsidy-cut
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untuk peningkatan subsidi. Jika dialokasikan dengan hati-hati, dan 
melibatkan penghitungan yang transparan oleh partai politik, peningkatan 
subsidi negara tersebut dapat menjadi cara penting untuk mengurangi 
ketergantungan pada kekayaan pribadi kandidat dan donor bisnis.

f.   	Mengizinkan subsidi negara digunakan untuk kampanye pemilihan. 
Baik undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 (undang-undang partai 
politik) maupun peraturan-peraturan selanjutnya (misalnya PP No. 1 
Tahun 2018) menetapkan bahwa bantuan keuangan kepada partai politik 
harus digunakan untuk pendidikan politik dan untuk biaya operasional 
sekretariat partai. Hal ini mencegah partai menggunakan subsidi negara 
untuk mendanai kampanye pemilihan. Mengingat kebutuhan untuk 
mengurangi ketergantungan yang terlihat pada kekayaan pribadi dan 
sumbangan bisnis, perubahan regulasi dapat mengurangi ketergantungan 
ini—khususnya ketika, seperti yang diusulkan di atas, subsidi tersebut 
diperluas. Secara internasional, adalah praktik yang cukup umum bagi 
partai politik menggunakan subsidi negara untuk menutupi pengeluaran 
kampanye.51

g.  	 Memperkuat demokrasi internal parpol. Peraturan tentang Pemilu 
dan Pemilu Daerah menyatakan dengan jelas bahwa proses nominasi 
harus “demokratis dan transparan”. Namun, tidak ada peraturan yang 
mengatur lebih rinci dan spesifik untuk kedua prinsip ini. KPU dan 
Bawaslu tidak memiliki peran dalam proses nominasi, karena proses 
tersebut dikendalikan oleh parpol. Dalam praktiknya, partisipasi publik 
dalam proses ini sangat terbatas. Tidak mengherankan bahwa, seperti 
yang dikemukakan oleh banyak penelitian, proses nominasi ini bersifat 
elitis, sentralistik, dan transaksional.52 Oleh karena itu, perlu ada regulasi 
yang menyebutkan kriteria spesifik untuk mengoperasionalkan dua 
prinsip (demokrasi dan transparansi), dan untuk menjamin partisipasi 
publik dalam proses tersebut. Melakukan hal tersebut akan memperkuat 
demokrasi internal parpol, khususnya ketika anggota parpol lebih 

terlibat dalam pemilihan kandidat.

3.	 Regulasi pendanaan kampanye dengan lebih baik.
Saat ini, Indonesia—sekali lagi berbeda dengan sebagian besar 
negara lain—tidak memiliki batasan pengeluaran yang efektif. Tidak 

51 Lihat survei International Idea tentang regulasi pendanaan kampanye, yang tersedia di 
idea.int/data-tools/data/political-finance-database
52 Lihat misalnya Budi, 2020.
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ada batasan untuk pemilihan legislatif, dan meskipun ada batasan 
pengeluaran untuk pemilihan kepala distrik, batasan tersebut umumnya 
ditetapkan terlalu tinggi (lihat Lampiran 3) sehingga benar-benar 
tidak membatasi pengeluaran kampanye di lapangan. Indonesia 
memang memiliki batasan untuk sumbangan kampanye individu dan 
perusahaan, yang terbukti sulit dipantau. Ada sejumlah argumen yang 
kuat untuk memperkuat regulasi pendanaan kampanye, misalnya 
dengan cara-cara berikut:

h.	 Tetapkan dan terapkan batasan pengeluaran kampanye. Data 
dalam laporan ini dapat dibandingkan dengan batasan pengeluaran yang 
diatur oleh KPU dan kemudian digunakan untuk menetapkan batasan 
pengeluaran yang lebih mencerminkan biaya kampanye sebenarnya—
dikurangi biaya pembelian suara. Awalnya, batasan tersebut mungkin 
sulit dipantau karena kandidat mungkin terus menyerahkan laporan 
keuangan kampanye yang tidak jujur—sementara di sini juga dapat 
dipetik pelajaran dari upaya yang dilakukan di negara lain, seperti tim 
pengawas di India yang disebutkan sebelumnya. Namun, meskipun 
pemantauan ini awalnya sulit, penetapan batasan pengeluaran tersebut  
juga menetapkan standar moral dan menyampaikan kepada politisi dan 
pemilih bahwa pengeluaran kampanye yang tinggi itu tidak pantas dan 
harus dihindari.

i.	 Meningkatkan transparansi tentang sumbangan kampanye. 
Informasi tentang perusahaan dan individu yang menyumbangkan 
uang kepada partai atau kandidat tidak hanya harus diberikan kepada 
KPU, tetapi juga kepada pemilih. Sekali lagi, ada banyak pelajaran yang 
dapat dipetik dari berbagai upaya serupa di negara lain. Di banyak 
negara, komisi pemilihan menyediakan basis data pendanaan kampanye 
kepada para pemilih dengan informasi sumbangan kampanye yang 
dapat dicari sepenuhnya.53 Di beberapa negara, LSM bekerja sama 
dengan komisi pemilihan untuk membuat informasi pendanaan dan 
pengeluaran kampanye tersedia untuk umum.54 Dengan mengambil 
inspirasi dari contoh-contoh ini, KPU dapat memperluas upaya yang 
ada saat ini (melalui SIKADEKA) untuk membuat informasi tentang 
sumbangan kampanye lebih andal dan tersedia untuk umum di situs 
webnya. Dalam hal ini, KPU harus mempertimbangkan penerapan 

53 Untuk Inggris Raya, lihat www.electoralcommission.org.uk; untuk AS, lihat FEC.gov ; 
untuk Jerman, lihat www.bundestag.de/parlament/partei-finanzierung
54 Contoh situs web semacam itu adalah opensecrets.org atau https://donation.watch/en .
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sistem audit yang lebih transparan dan lebih akuntabel, termasuk audit 
sosial. Dukungan dari unit intelijen keuangan negara PPATK dapat 
meningkatkan kapasitas untuk memantau kebenaran laporan-laporan 
ini. Sekali lagi, meskipun pemantauan sulit, nilai dari penuntutan 
transparansi seperti ini dari para politisi adalah untuk menetapkan 
standar moral tentang pentingnya transparansi. Oleh karena itu, demi 
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, perlu ada komitmen dan 
koordinasi yang kuat di antara lembaga-lembaga publik, termasuk 
badan-badan pengelola pemilu, PPATK, KPK, Kementerian Dalam 
Negeri, serta LSM di tingkat daerah. Perlu diakui bahwa hingga saat 
ini koordinasi di antara lembaga-lembaga tersebut dalam menegakkan 

peraturan pendanaan kampanye masih kurang.

4.	 Mereformasi sistem pemilu dengan tujuan untuk 
membatasi pengeluaran berlebihan dan menjaga 
akuntabilitas demokratis.

Sebagai bagian dari penyesuaian dan perubahan regulasi secara reguler, 
dalam beberapa tahun terakhir banyak diskusi yang membahas tentang 
apakah dan bagaimana aspek-aspek desain sistem pemilu Indonesia 
dapat berfungsi untuk membatasi pengeluaran kampanye. Diskusi 
ini terutama berfokus pada dua aspek: (a) apakah Indonesia akan 
kembali menerapkan daftar partai tertutup untuk pemilihan legislatif 
karena daftar terbuka saat ini mendorong pembelian suara (lihat 
Muhtadi, 2019), dan (b) apakah Indonesia akan menghapus pemilihan 
langsung (pilkada) dan kembali ke sistem sebelumnya di mana DPRD 
(Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) memilih kepala daerah. Karena 
usulan-usulan perubahan ini memiliki kekurangan yang cukup besar, 
para penentang telah mengusulkan untuk mempertahankan sistem 
pemilu yang sekarang.

	 Temuan laporan ini menunjukkan bahwa evaluasi dan, selanjutnya, 
reformasi sistem pemilu memang diperlukan. Dalam berbagai 
hal, karakter sistem saat ini merupakan penyebab tingginya biaya 
kampanye—misalnya, pengeluaran tinggi untuk mahar politik didorong 
oleh persyaratan khusus bahwa kandidat perlu mendapatkan dukungan 
dari sebuah partai atau koalisi partai, dan memang daftar partai 
terbuka mendorong pembelian suara. Namun, kami menekankan 
bahwa debat saat ini tentang reformasi pemilu tidak mencerminkan 
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seluruh kemungkinan reformasi pemilu. Lebih lanjut, karena reformasi 
pemilu adalah masalah kompleks yang—seperti yang diilustrasikan 
oleh adopsi daftar partai terbuka pada tahun 2009—dapat memiliki 
banyak konsekuensi yang tidak diinginkan, tinjauan yang cermat dan 
holistik terhadap sistem lebih disukai daripada hanya mengubah satu 
atau dua fitur. Dalam konteks itu, kami mengusulkan pertimbangan 
berikut:

j.	 Berikan tugas kepada sebuah komite ahli untuk mengusulkan 
dan mengevaluasi berbagai opsi reformasi pemilu. Mengingat 
kompleksitas dan pentingnya tugas ini, maka adalah sangat penting 
untuk melibatkan para ahli yang berpengetahuan luas tentang politik 
Indonesia dan reformasi sistem pemilu. Seperti yang telah disebutkan, 
keuntungan tambahan dari komite tersebut adalah, dibandingkan 
dengan politisi, para ahli dari luar tersebut tidak memiliki kepentingan 
terselubung yang mengarah ke langkah-langkah reformasi tertentu. 
Karenanya, mereka dapat terlibat dalam proses evaluasi yang menyeluruh 
dan objektif tentang potensi-potensi pro dan kontra dari berbagai opsi 
reformasi. Usulan mereka selanjutnya dapat menjadi dasar bagi debat 
publik dan parlemen tentang reformasi pemilu, sehingga berpotensi 
juga memperluas dukungan publik terhadap reformasi.

k.	 Pertimbangkan alternatif selain menghapus pemilihan kepala 
daerah, seperti mengembalikan sistem parlementer untuk 
pemilihan lokal. Kerugian besar dari usulan untuk menghapus 
pemilihan langsung kepala daerah dan gubernur adalah usulan tersebut 
akan menggeser praktik politik uang ke dalam DPRD kabupaten dan 
provinsi. Ini hanya akan menggeser biaya kampanye dari uang yang 
dihabiskan untuk membeli suara pemilih, ke pembelian suara anggota 
DPRD. Kemudian, pemilihan kepala daerah oleh DPRD akan merusak 
legitimasi dan akuntabilitas demokratis mereka. Jika mereka bertanggung 
jawab kepada anggota DPRD alih-alih pemilih, upaya mereka dan—
secara umum, kualitas mereka—kemungkinan akan menurun. Namun, 
mengingat tingginya biaya kampanye yang didokumentasikan oleh 
laporan ini, mempertahankan sistem saat ini juga tidak disarankan. 
Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan opsi ketiga, yaitu 
opsi di luar penghapusan atau mempertahankan pemilihan langsung 
kepala daerah saat ini. Salah satu opsi ketiga tersebut adalah kembali 
ke sistem parlementer untuk pemilihan lokal. Hal ini akan melibatkan 
penggabungan pemilihan legislatif dan kepala daerah dengan menetapkan 
bahwa nomor satu dan dua dalam daftar partai dengan jumlah suara 
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terbanyak akan menjadi kepala daerah/gubernur dan wakil kepala daerah/
wakil gubernur. Istilah teknis untuk sistem seperti itu adalah “sistem 
parlementer lokal terpadu” karena dalam sistem ini cabang eksekutif 
dan legislatif saling terkait (karena itu “terpadu”). Sistem terpadu 
seperti itu umum untuk pemerintah daerah di berbagai demokrasi 
parlementer (misalnya Inggris, India, dan sebagian besar Eropa Barat) 
meskipun dengan variasi dalam hal mekanisme dan aturan pemilihan 
otomatis kepala pemerintahan daerah.55 Di Belgia misalnya, walikota 
adalah anggota dewan kota yang menerima jumlah suara preferensial 
terbanyak dari partai mayoritas yang menerima jumlah suara terbanyak 
dalam pemilihan kota (lihat Steyvers dkk., 2009).

	 Opsi sistem gabungan ini memiliki beberapa keuntungan: (1) secara 
substansial mengurangi biaya kampanye dengan mengurangi jumlah 
pemilihan, sambil tetap menjaga akuntabilitas demokratis bagi kepala 
daerah; (2) akan mengurangi biaya mahar politik, karena sistem ini 
memberi insentif kepada partai untuk memilih kandidat populer daripada 
kandidat yang dibayar mahal—karena memilih kandidat populer akan 
meningkatkan pangsa kursi partai, sementara menjual posisi puncak 
kepada kandidat yang tidak populer dapat menyebabkan partai kehilangan 
kursi parlemennya; (3) memperkuat kolaborasi internal partai dan, 
karenanya, kekuatan partai karena memberi insentif kepada kandidat 
untuk berkolaborasi (dibandingkan dengan sistem saat ini, yang 
sebenarnya tidak memberi insentif kolaborasi), dan (4) akuntabilitas 
demokratis tetap terjaga, karena pemilih masih dapat memilih (atau 
menentang) kepala daerah yang sedang menjabat. Kelemahan potensial 
dari sistem ini—bahwa kepala daerah terpilih dapat didukung oleh 
partai yang memiliki minoritas kursi di parlemen—dapat diatasi dengan 
membentuk koalisi antarpartai baik sebelum atau sesudah pemilihan, 
seperti dalam sistem parlementer di tempat lain (dengan contoh yang 
sangat menarik adalah kasus Belgia, karena sangat mirip dengan sistem 
yang diusulkan di sini).

	 Kami menyampaikan usulan-usulan ini dengan semangat untuk 
mendorong debat publik yang hangat tentang topik penting ini, dan 
dengan catatan bahwa laporan ini tidak memberi kami ruang untuk 

55 Sistem yang diusulkan di sini lebih otomatis dan terikat aturan (untuk menghindari 
tawar-menawar dan politik uang di dalam DPRD), sementara di negara-negara yang 
disebutkan, dewan lokal diberi peran dalam memilih atau setidaknya mengukuhkan kepala 
pemerintahan lokal.

Rekomendasi Kebijakan untuk Mengurangi Biaya ...
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sepenuhnya mengembangkan atau mengevaluasi usulan-usulan ini—
sebuah tugas yang kami harapkan suatu hari nanti akan dilakukan 
oleh komisi ahli yang diusulkan. 
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Lampiran A
Metodologi Survei Calon Pilkada 
2024

Pada tahun 2024–2025, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia 
melakukan wawancara tatap muka dengan 478 kandidat dan petugas 
kampanye yang terlibat dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 
November 2024, yang mencakup 178 kabupaten dan kota di 10 
provinsi di lima wilayah kepulauan (Sumatra, Jawa, Kalimantan, 
NTT, dan Sulawesi). Untuk setiap pasangan calon (paslon) di distrik 
tertentu, beberapa responden, yang biasanya termasuk paslon saingan, 
memberikan perkiraan pengeluaran kampanye, rincian pengeluaran 
berdasarkan kategori, sumber pendanaan kampanye, dan biaya untuk 
mendapatkan dukungan partai.

	 Inovasi utama survei ini adalah pendekatannya yang berbasis 
pesaing. Alih-alih hanya mengandalkan pengeluaran yang dilaporkan 
sendiri oleh para paslon, yang, seperti yang dikonfirmasi oleh data 
kami, cenderung mengecilkan data pengeluaran mereka sendiri, 
kami mengumpulkan perkiraan dari para paslon yang bersaing dan 
cukup terinformasi serta memiliki insentif kuat untuk mengamati 
aktivitas kampanye pesaing mereka. Untuk setiap kandidat, 
perkiraan pengeluaran akhir dihitung sebagai rata-rata sederhana 
dari penilaian diri mereka dan rata-rata (mean) penilaian pesaing 
mereka, menyeimbangkan kemungkinan bias ke bawah (dalam hal 
pengeluaran kampanye) dari laporan diri terhadap potensi kesalahan 
atau distorsi dalam perkiraan pesaing mereka. Dalam data kami, 60,5 
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C
atatan:

Senegal, N
igeria, dan M

alaysia tidak m
elaporkan angka biaya rata-rata tunggal; tem

uan bersifat kualitatif.
B

iaya/pem
ilih = biaya rata-rata untuk m

engikuti pem
ilihan ÷ rata-rata pem

ilih terdaftar per kursi (titik tengah digunakan jika rentang dilaporkan).
Sem

ua biaya m
encerm

inkan total pengeluaran selam
a siklus pem

ilihan penuh seperti yang dilaporkan oleh kandidat—
bukan angka resm

i yang dium
um

kan.

Liberia
D

ew
an Perw

akilan R
akyat (daerah pem

ilihan 
tunggal)

Tahun 2024
243.125 (pem

enang) 
/ 118.000 (kandidat 

kalah)
tidak tersedia

33.836
7,18 (pem

enang) / 
3,49 (kandidat kalah)

A
frika Tim

ur &
 Selatan

K
enya

M
ajelis N

asional (daerah pem
ilihan tunggal)

Tahun 2020 
&

 2021
182.000

245%
76.207

2.39

K
enya

Senat
Tahun 2020 

&
 2021

350.000
tidak tersedia

470.213
0,74

U
ganda

Parlem
en (daerah pem

ilihan tunggal)
Tahun 2016 

&
 2020

136.084
132%

33,27
4.09

M
alaw

i
M

ajelis N
asional (daerah pem

ilihan tunggal)
Tahun 2019

37.000
142%

35.544
1.04

Zam
bia

M
ajelis N

asional (daerah pem
ilihan tunggal)

Tahun 2021
31.300 (sem

ua) / 
54.500 (>20%

 suara)
69%

 / 120%
45

0,70 (sem
ua) / 1,21 

(>20%
 suara)



50

persen kandidat melaporkan pengeluaran yang lebih rendah daripada 
yang diperkirakan oleh pesaing mereka, dengan rasio median antara 
laporan diri dan pesaing sebesar 0,80, yang menunjukkan manfaat 
dari pendekatan ini.

	 Dari keseluruhan kandidat yang disurvei, kami membatasi analisis 
kami pada 335 kandidat yang koefisien variasi (CV) di seluruh 
estimasi yang tersedia, gabungan penilaian diri dan penilaian pesaing, 
berada di bawah 1. Filter reliabilitas ini mengecualikan kandidat 
dengan penilaian yang sangat tidak konsisten (yaitu, kasus di mana 
deviasi standar melebihi rata-rata mean). Semua 335 kandidat yang 
dipilih memiliki penilaian diri dan setidaknya dua penilaian pesaing 
terhadap mereka. Sampel yang dipilih mencakup 156 kabupaten dan 
kota, dengan 119 pemenang pemilihan yang teridentifikasi dan 215 
paslon yang kalah.

Lampiran B
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W
ilayah

Provinsi
Plafon Belanja (Rp)

K
ira-kira U

SD
K

eputusan resm
i

Sum
ber

K
ab . Pandeglang

B
anten

K
ab.

200.000.000.000
~$12,4 juta

K
PU

 Pandeglang N
o. 

1870/2024
detik.com

, 11 O
ktober 2024

K
ota Sem

arang
Jaw

a Tengah
K

ota
89.417.000.000

~$5,5 juta
K

PT N
o. 1170

detik.com
, 2 O

ktober 2024

K
ota Padang

Sum
atera B

arat
K

ota
88.743.680.020

~$5,5 juta
—

kom
pas.com

, 9 O
ktober 2024

K
ota B

ogor
Jaw

a B
arat

K
ota

72.000.000.000
~$4,4 juta

—
tem

po.co, 1 O
ktober 2024

K
ota Palem

bang
Sum

atera Selatan
K

ota
64.000.000.000

~$3,9 juta
K

PU
 Palem

bang N
o. 

687/2024
infoindonesia.id, 16 O

ktober 2024

K
ab . K

ulon Progo
D

I Yogyakarta
K

ab.
67.000.000.000

~$4,1 juta
—

kom
pas.com

, 27 Septem
ber 2024

K
ab . Pasuruan

Jaw
a Tim

ur
K

ab.
48.635.491.000

~$3,0 juta
K

PU
 N

om
or 1751 

Tahun 2024
kom

pas.com
, 3 O

ktober 2024

K
ota Solo

Jaw
a Tengah

K
ota

39.000.000.000
~$2,4 juta

—
kom

pas.com
, 1 O

ktober 2024

K
ab . Probolinggo

Jaw
a Tim

ur
K

ab.
37.000.000.000

~$2,3 juta
—

kom
pas.com

, 3 O
ktober 2024 

(dirujuk dalam
 artikel Aceh)

K
ab . Pasam

an B
arat

Sum
atera B

arat
K

ab.
~29.334.170.000*

~$1,8 juta
—

antaranew
s.com

, 8 O
ktober 2024

K
ota B

andung
Jaw

a B
arat

K
ota

13.013.701.060
~$0,8 juta

K
PU

 B
andung N

o. 
754/2024

detik.com
, 3 O

ktober 2024

K
ota B

litar
Jaw

a Tim
ur

K
ota

16.200.000.000
~$1,0 juta

SK
 K

PU
 B

litar N
o. 

419/2024
blitarkota.go.id, O

ktober 2024

K
ota K

upang
N

TT
K

ota
26.700.000.000

~$1,6 juta
—

detik.com
, 30 Septem

ber 2024

K
ota K

endari
Sulaw

esi Tenggara
K

ota
26.648.000.000

~$1,6 juta
—

sultra.bpk.go.id, N
ovem

ber 2024

*Jum
lah total Pasaran Barat diperoleh dari angka-angka yang dirinci dalam

 artikel AN
TARA; tidak ada total pem

bulatan yang dinyatakan

L
am

p
iran

 C
: P

agu
 B

elan
ja K

am
p
an

ye K
P

U
 p

er P
asan

gan
 C

alon
 —

 
K

ab
u
p
aten

 &
 K

ota, P
ilk

ad
a In

d
on

esia 2
0

2
4

Sem
ua angka adalah pengeluaran kam

panye total m
aksim

um
 per pasangan kandidat calon, ditetapkan oleh K

PU
 setem

pat 
berdasarkan PK

PU
 N

o. 14/2024. K
onversi U

SD
 sekitar R

p 16.200/$.



52



53Harga Kekuasaan

Tentang Penulis

Ward Berenschot adalah profesor antropologi politik komparatif di 
Universitas Amsterdam dan peneliti senior di KITLV. Mempelajari politik 
di India dan Indonesia. Ia adalah penulis buku Riot Politics: Hindu-Muslim 
Violence and the Indian State (Hurst/Columbia University Press, 2011) dan 
penulis bersama buku Democracy for Sale: Elections, Clientelism and the State 
in Indonesia (Cornell University Press, 2019) dan Rightless Resistance: Colonial 
Citizenship, Palm Oil and Land Grabs in Indonesia (Cornell University Press, 
2026). Prof Ward Berenschot memproduseri film dokumenter Colonial 
Debris dan Amplop Demokrasi.

Mada Sukmajati adalah dosen di Departemen Politik dan Pemerintahan 
Fisipol UGM Yogyakarta. Minat kajiannya meliputi partai politik, pemilu, 
parlemen dan kebijakan publik. Beberapa karyanya antara lain: Politik Uang 
di Indonesia. Patronase dan Klientelisme di Pemilu Legislatif 2014 (2015) editor 
bersama Edward Aspinall, Tata Kelola Pemilu di Indonesia (2019) editor 
bersama Pramono U. Tanthowi dan Aditya Perdana, Pembiayaan Pemilu 
di Indonesia (2018) editor bersama Aditya Perdana, dan Menakar Integritas 
Penyelenggara Pemilu di Indonesia (2026) bersama Moh. Maskurudin Hafid. 
Mada Sukmajati mendapatkan gelar doktor di bidang Ilmu Politik dari 
Universitaet Heidelberg.  

Vignesh Rajahmani adalah peneliti post-doktoral Politik India dan 
Indonesia di Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean 
Studies (KITLV). Dia juga merupakan peneliti post-doktoral pada Center 
for Information, Technology and Public Life di the University of North 



54 Tentang Penulis

Carolina at Chapel Hill, peneliti pada the King’s India Institute dan visiting 
scholar pada the SOAS South Asia Institute. Dia merupakan penulis The 
Dravidian Pathway (Hurst, UK-EU; Context Westland, South Asia) dan 
associate editor of Caste and the Crisis of Dignity: Periyar E.V. Ramasamy 
Speaks (Speaking Tiger Books, 2025). Berpengalaman lebih dari lima tahun 
dalam kebijakan publik, riset legislatif, dan konsultan politik, karya-karyanya 
termasuk mobilisasi politik, pembangunan demokrasi dan komunikasi politik. 
Vignesh Rajahmani mendapatkan gelar doktor di bidang Ilmu Politik dan 
Kebijakan Publik dari King’s College London.

Iqra Anugrah adalah Trapezio MSCA Seal of Excellence Fellow pada 
Departemen Bahasa dan Sastra di the University of Turin. Dia juga adalah 
peneliti rekanan pada International Institute for Asian Studies (IIAS) 
dan LP3ES. Dia telah mempublikasi berbagai karya tentang demokrasi, 
pembangunan, gerakan sosial dan ide-ide politik, di antaranya di TRaNS, 
IQAS, Monthly Review, Cornell University Press, dan The Newsletter serta 
laporan kebijakan untuk Transnational Institute dan Rosa Luxemburg 
Stiftung Manila Office. Saat ini proyek risetnya meneliti berbagai aliran 
konservatisme di Indonesia yang didanai oleh Fondazione Compagnia di 
San Paolo. Iqra Anugrah  mendapatkan gelar doktor di bidang Ilmu Politik 
dan Kajian Asia Tenggara dari Northern Illinois University.




	The Price ROMAWI indo.pdf (p.1-10)
	The Price INDO-1 harga.pdf (p.11-56)
	The Price INDO -2 Lampir.pdf (p.57-62)
	The Price INDO -3 Tentang Penulis.pdf (p.63-64)

